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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Demografi

Pada bagian ini akan dilaporkan hasil penelitian
tentang gambaran singkat kondisi di lokasi penelitian.
Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca mengetahui
tentang keadaan dan 1dentitas responden yang terdiri
dari Jenis pekerjsaan, uamur, status perkawinan, pen-—
didikan pemilik dan penggarap.

Daerah Tingkst 11 Lahat ini1 pada sensus tshun 1990
berpenduduk 601.823 jiwa dan pada akhir tahun 1994
berpenduduk 833.318 jiwa terdiri dasri 315.464 jiwa laki-
laki dan 317.854 jiwa perempuan. Penduduk Kabupaten
Lahat 1ini 239.874 (37,84%) berada di dataran tinggi
Pasemah yaitu terdiri dari 119.8865 jiwa laki-laki dan
119. 809 jiwa perempusn.

Kabupaten Daerah Tingkat I1 Lahat terletak antars
3,5 derajat sampal dengan 4,25 derajat Lintang Selatan,
103 derajat sampaili dengan 103,70 derajat Bujur Timur
dan memiliki 1luas 7251,93 Km persegi. Kabupaten 1ini
dikepalai oleh seorang Bupati Kepala Daerah dan secara

administratif dibantu oleh 3 Pembantu Bupati (Tubup).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40093.pdf

Masing-masing Pembantu Bupatil tersebut adalah: o

1. Wilayah Lahat meliputi 5 (lima) kecamatan vyaitu
kecamatan Lahat, Merspi, Kikim, Pulau Pinang dan
Perwskilan Muara Danau.

2. Wilayah Tebing Tinggi meliputi 5 (lima) kecamatan
yvaitu kecsmatan Tebing Tinggi, Muara Pinang, Pendopo,
Ulu Musi dsn Perwskilan Pasemah Air Keruh.

3. Wilaysh Psasgar Alam (Pasemsh) meliputi 8 (=sembilan)
kecamatan yaitu kecamstan Pagar Alam Selatan, Pagar
Alam Utars, Dempo Utara, Dempo Selstan, Jarai,
Tanjung Sakti, Kota Agung, Perwsakilan Palang Kenidai
dan perwaskilan Pajar Bulan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nomor: 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupsaten Daerah Tingkat IIVLahat, wilayah
Pagar Alam (Pasemsh) peranannys dalam pembangunan berke-

lanjutan dapat diinventarisasi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelsyanan regional vsaitu meliputi
fungsi sebagai pusat pelayanan Pemerintahan, Pen-
didikan, Sosial Budsya dan Ekonomi, Pemukiman,
Perdsgangatni, Penghasil Pertanian, Perkebunan kopi dan

Teh, Perikansn, Pariwisata dsn Transportasi (Pasal 9
butir b dan c). '

2. Sebagsi kawasan Hutan Lindung (Pasal 16 butir a).

3. Kawassan Suaka Alsm (Pasal 18 ayat (1).

4. Kawasan Pertanian (Pasal 22).

5. Kawasan Bahan Galian Golongan C (Pasal 23).
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6. Kawasan Industrian Pengolah hasil pertanian (Psl. 24)
7. Kawasan Pariwisata (Pasal 25).

Sesuai dengan usulan penelitian dan rekomendasi
Bupsati Kepala Daerah Tingkat II Lahat Nomor 070/188/
Sospol/1996 tanggal 22 April 1996, maka dipilih 5 (lima)
kecamatan sebagai sampel penelitian dengan teknik purpo-
sive sampling. Kecamatan ysng terpilih sebagail sampel
tersebut yaitu kecamatan Pagar Alam Utara, Jarai, Dempo
Selatan, Dempo Utara dsn Perwakilan Pajar Bulan.

Kuesioener yang disebsarksn berjumlsh 100 eksemplar
dengan rincian 80 eksemplar kuesioner wutasma dan 20
eksemplar kuesioner cadangan. Kuesioner yang dibagikan
tersebut terdiri dari 2 (dua) Jjenis yaitu 50 eksemplar
kuesioner khusus untuk pemilik tansh dan 50 eksemplar
kuesioner khusus untuk penggarap tanah.

Dengan demikian dari 5 kecamstan tersebut masing-
masing kecamatan mendaspat Jjatah 20 eksemplar, yang
kemudisn disebsr di 4 (empat) desa sampel yvang Juga
ditentukan secara purposive.

Kuesioner yang berhsasil dikumpulkan kembali ber-
jumlah 93 eksemplar, tetapi oleh karena sda beberapa
responden yeang Jawsban-jswabannya £idak sinkron maks 9
(sembilan) di antaranya terpaksa didrop dan tidak dipa-
ka1l untuk mendukung data penelitian. Walaupun kuesioner
vang valid masih berjumlah 84 eksemplar (43 pemilik dan

41 penggarsp), sesual dengan rencans penelitian dan agar
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lebih mudah mengolah data maka kuesioner yang dipakai
tetap berjumlash 80 eksemplar (40 pemilik dan 40 pengga-
rap).
Untuk lebib Jelssnys dapat dilihat pada tabel-

tabel berikut ini:

Tabel 1
Distribusi Frekuensi

Pekerjaan Pemilik dan Penggarap

n = 80

No Pekerjaan Pemilik A Penggarap % Jumlah
1 Murni Petani Murni 6 15 35 87,5 41
2 PNS/ABRI 15 37,5 2 5 17
3 Peg Swasts 4 10 - 4
4 Dageng 8 20 - 8
S Sopir 4 10 - 4
8 | Pensiunan 3 7,5 2 5 5
7 | Lain-lzsin - 2,56 1
Jumlah 40 100 40 100 80

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa
jenis pekerjssn pemilik tanah vyang dilibatkan dslam
perjanjian bagi hasil, secsarsa berturut-turut tertinggi
adalsh PHS/ABRI sebanysk 15 responden (37,5%), kemudian
dagang/wiraswasta 8 responden (20%), petani murni 6
responden (15%), Pegaswgi Swasts 4 respondenn (10%), supir
4 responden (10%), pensiunan 3 responden (7,5%).

Pekerjsan penggarap, didominasi cleh petani

sebaniyak 35 responden (87,5%), 2 responden berstatus
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pensiunan dan 1 responden statusnya lain-lain. Tetapi
yang menarik perhatian yaltu terdapatnya 2 responden
(5%) penggarap yang berststus Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Kedus PNS tersebut yaitu sstu orang guru SDN di
Kecamatan Dempo Selatan dan satu orang 1lagil penjaga
sekolsh di SMPN Kecamatan Perwakilan Pajasr Bulan.

Dalam wawancara terungkap bahwa, PRS yang nyambi
menjsdl penggarasp 1tu karena didorong oleh kebutuhan
untuk wembilayal anak yang sedang duduk di perguruan
tinggi, <«edangkan penjaga sekolash motivasinys murni
untuk mencari tambahan penghasilan. Gaji yang diterima
sebagsl penjsga sekolah jsuh dari cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi umur responden

n = 80

No | Umur (talun) | Pemilik . % Penggarap % | Jumlsh
11 156 - 21 1 2,5 2 5 3

2121 - 27 1 2,5 3 7,9

34127 - 33 4 10 11 27,5 15
4133 -39 5 12,5 10 25 15
51 39 - 45 14 35 4 10 18
61 45 - 51 5 12,5 B 15 11
71 51 - 57 1 2,5 2 3
8 { 57 - 63 4 10 2 5 8
9163 -698 3 7,5 - - 3
10} 68 - 75 2 5 - - 2
Jumlah 40 100 40 100 80
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Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan
bshwa, baik penggdarap mesupun pemilik tanah didominsasi
oleh usia produktif yaitu umur 21 sampai 57 tahun
(No. urut 1 - 7) di mana pemilik tanah berjumlah 30
responden (75%) dan penggarap berjumlah 3B responden
(90%). Sisanya yaitu umur 15 sampai 21 tahun, pemilik
hanya 1 responden (2,5%) dan penggarap hanya 2 responden
(5%y. Umur 57 sampai 63 tahun, pemilik 4 responden (10%)
dan penggarap 2 responden (5%Z). Umur 63 tahun ke atas
tidak ads lesgi yang menjadi pengarap sedangkan pemilik

masih berjumlah 5 responden (12,5%).

Tabel 3
Distribusi Frekuerisi Status Perkswinan

n = 80

No Status Perkawinan Pemilik % Penggarap % Jumlah
1 Belum kawin 5 12,5 3 7,5 8
2 | Kawin 32 80 36 30 68

3 Duda - 1 2,8

4 1 Janda 3 7,5 - 3
Jumlsh 40 100 40 100 80

Berdasarkan tabel 3 di atas dgpat diketahui bahwa,
umumnya subyek bagi hasil adalah orang yang berstatus
kawin dengan rincian pemilik kawin 32 responden (80%),
belum kswin § responden (12,5%), Jjanda 3 responden

(7,5%). Sedangkan penggsrap vang berstatus kawin 36
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responden (80%), belum kawin 3 responden (7,5%), duda 1
responden (2,5%).

Dalam wawancara diketahui bahwa, pars pemilik yang
belum kawin mendapatkan tanahnya karena warisan. Pemilik
sengaja wmengambil penggarap yang belum kawin dengan
harapan nantinya tidak terlalu besar menanggung biaya
hidup (msaskan) mereka sehari-hari sebelum lshan menda-
tangkan hasil (panen). Penggarap yang ditanggung makan
biasanys berlaku bsagi lahan tansman keras yang baru
ditanam, contohnya kopi baru bisa wmendatangkan hasil

setelah 3 atau 4 tahun kemudian.

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden

n = 80

Ro Perdidikan Pemilik % Pengdarap % { Jumlah
11 SD 4 10 16 40 22
2 | SLTP 8 20 18 45 20
3 | SLTA 19 47,5 6 15 25
4 | D3/Sarjarna Muda 4 10 - 4
5] Sarjana 5] 12,5 - 5
Jumlah 40 100 40 100 80

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dijelaskan
bahwa, pemilik umumnya berpendidikan SLTA ke atas vyaitu
29 responden (72,5%), sebaliknya tingkat pendidikan
penggarap umumnya berpendidikan SLTP ke bawash yaitu 34

responden (85%).
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Dalam wawancara diketahui bahwa, pemilik vyang .

berpendidikan SLTP umumnya pernah mengenyam pendidikan
di SLTA tetapi tidsk tamat dan yang berpendidikan SD
vyaitu pewilik ysng masih sekolah di Sekolah Rakyat.
Penggarap vang berpendidikan SLTA, ada 2 orang ysang

pernah duduk di perguruan tinggil.
2. Status Hak-hak Atas tanah
Tabel 5

Distribusi Frekuensi

Cara Mendapatksn Tanah Oleh Pemilik

n = 40
No Cara Pemilikan Frkensi Jmlh. Bidang %
1 Membuka hutan - — —
2 Warissn 22 34 44,7
3 Hibah - _— __
4 Membeli1 6 B 7,8
5 Jaminan Gadai - —_ __
6 2+ 3 1 3 3,8
71 2+4 9 22 28,9
3 2+ 4+ 5 2 11 14,5
Jumlah 40 76 100

Berdasasrkan tabel 5 di atas dapat dijelaskan
bahwa, di datarsn tinggi Pasemah ini ada 4 cara mendsa-
patkan/menguasai tanah oleh para pemilik tanah yaitu
warissan, hibah, membeli dan jaminan gadsi. Dari sebanyak
76 bidang tanah tersebut dapat dirinci, karena warisan

sebanyak 49 bidang (64,5%), membeli 24 bidang (31,5%),
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gadai 2 bidang (2,6%), dan karens hibah 1 bidang (1,3%).
Dalam wawancara diketahul bahwa saat ini kecil
sekali kemungkinan petani bisa membuka hutan untuk
dijadikan ladang/kebun karena hutan-hutan yang masih adsa
sudah dinyatakan sebagail hutan 1lindung dan dilarang

untuk di buka menjsdi kebun atau ladang.

Tabel B
Distibusi Frekuensi Bukti Pemilikan Tansh

Yang Dikuasal Responden (pemilik)

n = 40
No Bukti Pemilikan Frek Jml Bidang %
1 | Tidak ada bukti 18 23 30,3
2 | Surat Keterangsn Pssirsh - - -
3 | Surat Ket. Tanah/Kades 1 2 2,86
4 | Akta Jual Beli Csmat 3 3 3.9
5 | Juel beli di bawa tangsan 2 2,8
6 Perjsnjian Gadsi - - -
7 | Bersertifikat - - -
8] 1+3 3 7 9,2
3] 1+4 2 5 6,6
10 ] 1+ 5 2 5 6,6
11 1+6 1 3 3.6
1211+ 7 3 7 8,2
131 3+ 5 1 2 2,6
14 1+ 3+4+86 1 6 7.9
15 1+5+86 1 4 5,3
16 1+5+7 2 7 9,2
Jumlah 40 76 100

Berdassarkan tabel 6 di atas pada dassrnya di
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Tabel 7
Distribusi Frekuensi Alassn (ysnd menonjol)

Belum Bersertifikatnys Tanah

n = 40
No Alssan Prekuensi %
1 Tidak tahu caranya 4 10
2 Tidak/belum ada biaya B 15
3 Menunggu sds Prons 25 62,95
4 Merasa cukup aman dengan

bukti/kondisi yang sudah ada 3 7,5

5 Belum ada waktu

Jumlah 40 100

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa
slasan yang paling menonjol pemilik tanah belum mendaf-
tarkan tanah sawah/kebunnya yaitu karena menunggu ada
prona sebanysk 295 responden (8%2,5%), belum sda bisya 6
responden (15%), tidak tahu caranya 4 responden (10%3},
belum ads wsktu 3 responden (7,5%), merasa cukup aman

dengan bukti/kondisi yang sudah ads 2 responden (5%).
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3. Pemilikan tanah melampaui batas.

Tsbel 8
Disribusi Frekuensi jenis Tanah Yang Dikuassi

Pemilik dan Yang dilibatkan Dalam Perjanjiasn Bagil Hasil

n = 40
Freku Jml bdg % {Jml Bdgi *#
No Jenis Tanah ensi pemilikan Bg. Hsl

1 Sawah lashan kering —— - - - -
2 Sawah lshan basah 10 17 21,5 14 23,7
3 Kebun Kopi 14 22 28,9 15 25,4
4 Kebun Cengkih — -— -— -- -~
5 | Kebun Vanilli - - — - ——
(5 2+ 3 12 19 25 17 28,8
7 2+ 4 1 3 3,8 3 5,3
8 2+ 3+ 4 2 9 11,8 6 10,6
g 2+ 3+ 5 1 5 7,9 4 6,8
Jumlah 40 B8 100 59 100

Berdasarkan tabel 8 di atas berarti dari 76 bidang
tanah vang dimiliki responden pemilik 59 (77,8%) bidang
diantaranya dilibatkan dalam perjanjian bagi hasil
sedangksn 17 bidang (22,4%) sisanya digarap sendiri oleh
pemilik.

Selanjutnys bila dilihat perjenis tanah, dari &8
bidang yang dibagihasilkan tersebut dapat dirinci seba-
gai berikut; sawsh lahan bassh 31 bidang (52%), kebun

kopi 26 bidang (44,1%), cengkeh 2 bidang (3,4%).
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Tabel 9

Distribusi Frekuensi Luas Pemiliksn Tanah

n = 40

No Luas Pemilikan (ha) Prekuensi %
1 sampal 2 hektar 19 47,5

2 2 - 4 hektar 16 40
3 4 - 6 hektar 3 7,5

4 6 - 8 hektar 2

5 8 hektar ke atas - -

Jumlah 40 100

Berdassarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa

luas pemilikan tanah yang paling menonjol vyaitu di

bawah 2 hektar 19 responden (47,5%), luas antara 2

sampsel 4 hektar 16 responden (40%), luas antara 4 sampai

6 hektar 3 responden (7,5%) dan 6 sampai 8 hektar seba-

nyak 2 responden (5%) sedangkan luss pemiiikan di atas 8
hektar tidak ditemukan.

Dalam wawancara terungkap, bahwa masyarakat di

destaran tinggi Pasemah inl menyebut tanah biasanya dalam

jumlah bideang dan mengukur luasnya dengan hitungan

kubik. Beberapa responden yang diwawancara ternyata
menerangksn ukursn kubik dari beberaspa versi vang
berbeds. Versi pertama menyebutkasn bahwa 1 kubik sama

dengan 25 hasta bujur sangkar, versi lainnya menyebut
dengan 10 depa ksli 10 depa.

Namun demikisn ketiks pewawancars mengkonversikan-
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hya ke dalam hektar (100 x 100 meter), umumnya responden
dengan ysakin menjawab bahwa kebun/sawsah vang mereks
miliki luas perbidangnya ada yang di bawah 1 hektar dan
ada pula yang lebih dari 1 hektar. Luas yang di bawah 1
hektar dulunya ada yang lebih dari 1 hektar, tetapi
karena berasal dari pembsgian warisan (pragmentasi) maksa
luasnya menjadi 1/2 atau 1/3 nya tergantung jumlah ahli
waris yasng berhsk mendspatkan kebun/sawah tersebut. Adsa
pula yang dengan sengaja dijual separuhnya kepada pihak

lain, dsn lsin sebagainya.

Tshbel 10
Distribusi Frekuensi Luas Lahan

Yang Digarap 0Oleh Pengdarsp

n = 40
No Luas Tanah Garspsn (Ha) Prekuensi %
Kurang dari 1 hektar 25 82,5
2 1 -2 13 32,5
2 -3 2 5
3 -4 - -
Jumlah 40 100

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat diketahui
bahwa mayoritas penggsrap yaitu 25 responden (82,5%)
menggarap tanah yang 1lusasnya di bawahkh 1 hektar, 13
responden (32,5%) menggarap antars 1 sampai 2 hektar,
hanya 5% yang menggarap 2 sampai 3 hektar dan tidak

terdapat responden menggarap lebih dari 3 hektar.
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Tabel 11
Distribusi Frekuensi Pemilikan Tanah

Oleh Penggarap Di luar Perjsnjian Bsgi Hasil

= 40
No Keterangan frekuensi A
1 Tidak pernah memiliki 18 45
2 | Pernah Memiliki 11 27,5
3 Masih memiliki g 22,5
4 Dalam Tangdungan Gadsail 2 5
Jumlah 40 100

Ditinjau dari sudut pemilikan tanah oleh pengga-
rap, dari tabel 11 di atas dapat dijelasksn bahws ada 2
tipe penggarap tanah vaitu pertams, penggarap vang tidak
mempunyai lahan sama sekali berjumlah 28 responden
(72,5%). Penggarap tife ini terdiri dari 2 macam yaitu
penggarap vang tidsk atau belum pernah memiliki tanah 18
responden (45%) dan penggarap yang pernah memiliki tanah
11 responden (27,5%). Kedua, yaitu penggarap disamping
menggarap tanah orang lain tetapi Jjuga memiliki dan
menggarap tsnah milik sendiri 9 responden (22,5%), dalam
tanggungan gadai 2 responden (5%).

Dalam wawancara terungkap bahéa, alasam penggarap
tidak memiliki lahan lagi yaitu karens dijual untuk
membiayai sanak sekolah, untuk berobst, untuk modal
dagang (mencoba alih profesi) dan ada yang karena ter-

paksa untuk memenuhi kebutuhan hidup.
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4. Pemilikan Tanah Secara:Absentee  (Guntai) - o
Tsbel 12
Distribusi Prekuensi Pemilikan
Tanah (pertanian) Secara Absente
n = 40
No Jenis Tanah Frek Jml Bg Hsl Absente %
1 Sawsah 1lshan kering - - - 0
2 Sawah lahan bsassh 10 14 9 25,7
3 Reburi Kopi 14 15 11 31,4
4 Rebun Cengkih - - -
5 Kebun Vanilli - —~ -
6 2+ 3 12 17 11 31,4
7 2+ 4 1 3 3 8,86
38 2+ 3+ 4 2 6 2 5,7
10 2+ 3+ 5 1 4 2 5,7
Jumlah 40 59 38 100

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat ketahui bahwa
dari 59 bidang tansh yang dilibatkan dalam perjanjian
bagi hasil ternysta lebih dari separuhnya 38 bidang
(B64,4%) diantarsnya berstatus tanah guntail (sbsentee).
Dalam penelitian ini yang diksategorikan tanah guntai
(absentee) sdalah tanah-tanah ysng bersda tidak satu

kecamatan dengan pemiliknya dan jarsaknys melebihi 10 km.
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Tsbel 13
Distribusi Frekuensi Peristiwa

Yang menyebabkan Tanah Dimiliki Secara Absentee

n = 40
No Cara Pemilikan Freku- Jml Bdg Absen
ensi tee &
1 Membuka hutan — - -
2 Warisan 22 34 16 42,1
3 | Hibah - -
4 Membeli 6 B 4 10,5
o} Jaminan Gadail —= -
6 2+ 3 1 3 1 2,6
7 2+ 4 9 22 12 31,5
8 2+4+ 5 2 11 5 13,1
Jumlah 40 76 38 100

Berdasarkan tabel 13 di atas bila dikelompokan
berdasarksn cars pemilikan maksa dapst diketahui bahwa,
peristiwa vyang paling menonjol terjasdinya tanah guntai
(absentee) vyaitu disebabkan oleh pewarisan sebanyak
25 bidang (65,8%), karena membeli 12 bidang (31,5%)
sedangksn 1 bidang (2,8%) sisanya karena sedang dalam

tanggungsn gadai .
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Tabel 14 G
Distribusi Frekuensi Keadasn !

Tanah yang Digarsap/Tidak

n = 40
No Keterangan Freknsi Jml Bdg %
Tidak Digarsp — - -
2 Digarsp 40 76 100
Jumlah 40 76 100

Berdasarkan tabel 14 di atas diketahui bahwa semua
lahan yang ads, basik berstatus tansh guntai (absentee)
maupun bukan (non absentee) semuanya dalam keadaan
digarap.

Berdasarkan hasil wswsncara diketahui bahwa,
memang ada beberapa lahan sawah pada bulan-bulan terten-
tu tidak bisa ditsnam padi karena kekurangan air. Dalam
situasi seperti ini, biasanya lahan tersebut ditsnami

dengan sayvur-mayur atau palswijsa.
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Tabel 15
Distribusi Frekuensi Kesulitasn Mencsri Pengdgarap
Oleh FPemilik Tansh

n = 40
No Keterangan Prekuensi A
Tidak sulit 37 92,5
Radang-kadang 3 7,5
Sulit - -
Jumlah 40 100

Berdasarkan tabel 15 di s&stas dapat diketshui
bshwa, 37 responden (9Z,5%) tidak sulit mencari orang
unntuk dijadikan penggarap lahan dengan perjanjian‘ bagi
hasil. Sedangkan yang merssa kasdang-kasdang sebanysk 3
responden (7,5%) dan tidak satupun yang merasa sulit
mencarl penggarsp.

Berdasarksn hssil wswancaras diketshui bahwa, tidak
sulitnya mencari penggarap tersebut antara lain, karena
masih banysknya petani yasng tidsk mempunysi lsahan,
petani penggarap lebih senang dengan sistem bagi hssil
karena bils psnen gagsl maks risiko- ditanggung bersama.

Pemilik vyang merasa kadang-kadang sulit mencari
penggarap, salassnnys karena lokasi lahan jauh dsri
tempat tinggsl sehingga tidak ada waktu mencari penggs-

rap 2 responden (5%) dan 1 responden (2,95%) sisanya
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berpendapat bahwa, kadang-kadang sulit méndapatkan

penggsrap ysng benar-benar dspat dipercaysa.

Tabel 16
Distribusi Frekuensi Kesulitan Mencari Tanah Garapan

Oleh Penggsrap

n = 40
No Reterangan Prekuensi %

1 Tidsk sulat 33 82,5
Redang-kadang 7 17,5
Sulit -

Jumlah 40 100

Berdasarkan tabel 16 di atas diketahui bsahwa 33
responden penggarap (82,5%) merass tidak sulit mencari
tanah garapan. Dalam wawancara dapat diketahui bahwa,
alasen yang menyebsbkannys tidak sulitnya mencari tanah
garapan antara lain karena banyak pemilik tanah vang
bersds atasu kerja di kots, pekerjaan tetap pemiliknysa
bukan petani, pemiliknya sudah tua sehingga tidak
sanggup lasgi menggarap sendiri tsnshnya dan ada pula
dikarenakan pemiliknya yang malas_ atau tidak pandai
menggarap tensh yang diwariskan kepsdanyas. Secara kuan-
titatif deapat dilihat pada tabel 17. Penggarap vyang
merasa kadang-kadang sulit mencsri tanah garapan, walau-
purr banyak tanah yang pemiliknya beradsa jauh di kota

tetapi penggarasp kadang-kadang harus mau mencari tansh
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garapan dan pindah dari desa fempat tinggalnya. Pemilik
tanah kadang-kadang jugas sangat selektif mencari orang
vang akan menggarap tanahnya, sehingga hanya orang-orang
vang sudsah dikenal ssja yang mudah mendapat tanah
garapan. Selanjutnya bagi yang tidak sulit mencari tansah
garapan untuk lebih jelasnya daspat dilihat pada tabel

tentang distribusi frekuensi di bawah ini.

Tabel 17
Distribusi Frekuensi Alssan Ysng menyebsbksn

Tidsk Sulitnys Mencari Tanah Garapan

n = 40
No Ketersngan Prekuensi 4
1 Ksrens pemilik tansh berads
atsu kerja di kots 15 37,5
2 Pemilik tsnah bukan petani 13 32,5
3 Pemilik tsnah sudah tus 3 7,5
4 Pemilik tsnah malas atsu
tidak bisa bertani 2 5
5 Redsng-kadang 7 17,5
Jumlah 40 100

Berdasarkan tabel 17, diketahui bahwa penggarap
umumnya merassa tidsk mendspat kesvlitan mencsri tansah
garapan antara lain karena pemilik tanah banyak yang
berada stsu kerja di kota 15 responden (37%), pemilik
tanah bukan petani 13 responden (32,5%), pemilik tanah
sudash tua 3 responden (5%), sedangksn 7 responden merass

tidak selamanya mudah mencari tanah garapan, sebab
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adaskalanysa di suatu desa penggarap tidak kebagian . tansah. -
garspsan. Dalam kasus seperti ini, pada wawancarsa
terungkap bahwa penggarap tersebut harus berussahsa

mencari tsnah garapan di dess lain.

Tabel 18
Distribusi Frekuernisi Alasan

Membagi-hasilken tanahniya

n = 40
No Alssan Terjesdinya Besgi Hasil Prekuensi %
1 Tidsk ada wsktu untuk mengerja-
ken/mengdesrsp &tsu terlalu
banyak tanal yang harus digsrap 6 15
2 1 Tidsk mampu menger3isksn/sudah
tus/pensiunan 3 7,5
3 | Berbagi-basgi lahan derngan famili
atau kerasbat vyang tidak punya
tansh/lshan walaupun sebenarnysa
mesih mampu mengerjaksan 4 10
4 Ads pekerjsan tetsp lainnya,
yvang tidsk bisa dikessmpingkan 16 40
S | Tempat tugas jaunh dari lokasi
tanah/lahan 11 27,5
Jumlah 40 100

Berdasarkan tabel 18 di atas diketahui bsahwa
alasan pemilik melibsatkan tanahnys dalam perjanjian bagi
hasil ternyata ssangat bervariasi, segara berturut-turut
vang terbanysk ysitu karens ada pekerjsan tetap lainnya
vang tidak bisa dikesampingkan 18 responden (40%),
tempat tugsass jsuh dari lokssi tansh/lshan 11 responden

(27,5%), tidak ada waktu mengerjakan atau karena terlalu
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banyak tanah yang harus digarap 6 responden (15%),
berbagi-bagi 1lahan dengan famili vang tidak mempunyai
lahan 4 responden (10%) dan terakhir karena usia yang

tidaek memungkinkan lsgi mengerjskan lshan sendiri.

Tsbel 19
Distribusi Frehkuensi Alasan Mengdsrap Lahan

Orsng Lain Dalam Perjanjisn Bagil Hasil

n = 40
No Alssan Terjadinya Bagi Hasil Prekuensi %
1 Ksrens tidask mempunyai lshan 29 72,5
2 Mencari penghasilan tambahan
(bagi yang hbukan murni petani) 4 10
3 Karens lahsan yang ada tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 15
4 | Terpaksa, karens merunggu dspst
kerja di sektor lain 1 2,5
Jumla=ah 40 100

Berdasarkan tabel 18 di atas dapat diketahui
bahws, faktor paling menonjol yang menjadi alasan
menggarap tanah orang lain yaitu karens tidak mempunyail
lahan sehinggs 29 responden (72,5%), disusul oleh karens
lahan vyang sedang mereka garap tidak cukup untuk meme-
rnuhi kebutuhan 6 responden (15%), mencari tambshan 4
responden (10%) dan karena menunggu dapat kerja di

sektor lasin 1 responden (2,5%%.
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Tabel 20
Distribusi Frekuensi Tentang Besarnya

Imbangan Bagi Hasil Sawah Bassh

n = 80
No Besarnya Imbsngan Bsgi Hasil Prekuensi A
1 1/2 Pemilik, 1/2 Penggarsp 53 66,2
2 1/3 Pemilik, 2/3 Penggarap 4 3}
3 2/3 Pemilik, 1/3 Pernggarap 1 1,3
4 2/5 Pemilik, 3/5 Pengdgarap 11 13,7
5 3/5 Pemilik, 2/5 Penggarap 3 3,8
6 Belum pernah mengslami 8 10
Jumlah 80 100

Walaupun besarnya imbangan bagi hasil padi sawah
bessh umumnys yvaitu 53 responden (66,2%) dilskssnakan
dengan sistem 1/2 : 1/2, namun bila diperhatikan tabel
20 di atas, ternyats bessrnya imbangan sangat bervaria-
51. Ads pemilik yang mendapat imbangan lebih besar dan
ads pula ysng penggsrapnys. Bessrnys imbangan bagi hasil
untuk lshan yang sama, sewaktu-waktu bisa saja berubsh,
misslnys dsri /2 : 1/2 menjadi 2/5 : 3/5. Hal ini biss
terjadi antara lain oleh karena berubahnya pemilik atau
berubsahnys penggsarsp lahan terseput atau biss pula

disebabkan berubahnya kewajiban dari ssalah satu pihak

dan lsin sebsgsinys. Jadi, besarnya imbangan tersebut
semuanya tergantung bagaimana 1si dari perjanjian,
sisps  veang melskuksn perjanjian, sehingga melshirkan
kesepakatarn.
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Tabel 21
Distribusi Frekuensi Tentang Besarnva

Imbangsn Bsgi Hasil Tanamsn Keras

n = 80

Ro Alssan Terjsdinya Bagi Hasil Prekuensi %
1 1/2 Pemilik, 1/2 Penggarsp 50 62,5
2 1/3 Pemilik, 2/3 Penggarap 3 3,8
3 2/3 Pemilik, 1/3 Penggarap 2 2,5
4 2/5 Pemilik, 3/5 Penggarsp 10 12,5
5 3/5 Pemilik, 2/5 Penggarsp 3 3,8

6 | Belum pernah mengalami 12 15
Jumlah 80 100

Berdasarkan tabel 21 di atas diketahui bahwa,
variasi bessrnys imbangsn bagi hasil tanaman keras, padsa
dasarnya tidak Jjauh berbedsa dengan bagi hasil 1lahan
basalhh sebsgsi msna ditampilkan pada tabel 20. Akan
tetapi imbangan dengan sistem 1/2 : 1/2 ternyata persen-
tase pads lahsn tsnaman keras cenderung lebih kecil
vaitu 50 responden (82,5%). Selintas dapat didugs bahwa
fsktor penyebsbnys agak kompleks, sehinggs untuk menge-
tahuinys perlu diadakan penelitian tersendiri.

Berdassarkan hasil wawancars diketshui bahwea,
variasi besarnya imbangan bagi hasil baik untuk sawsah
bassh maupun untuk tanaman keras (kopi/cengkih)
ternyata sangat ditentukan antara lain oleh, kondisi
tsnah, letak tasnsh dan lingkungan tansh yang dibagi-

hasilkan. Secars umum para responden menjelaskan bahwa,
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semakin besar kewsajiban yang menjadi beban salah satu
pihak maksa akan semskin bessr puls bagian yang akan dis
terima, semakin sulit tingkat garapan maka akan semakin
besar bagian yang akan diterima oleh penggarap.

Sebagai contoh, bila kondisi lahannya sudah tera-
wat dengan baik, letsknya cukup dekat dengasn Jjalan rays,
lingkungannya cukup aman (bisa dijags), umumnya setelsah
dikurangi semua bisys kemudian hasil sawah dibagi dus
(172 + 1/2). Tetapi bila sawahnys kurang terawsat, letak-
nya sudah sagak jauh dengan jalan. Bila hasil tansh masih
mau dibagi dua, maka sebagai konpensasinysa, ada komponen
biays menjadi kewajiban dsri pemilik tanah. Akan telapi
bila semua biaya ditanggung bersama, maka biasanys
imbangan untuk penggsrsp akan lebih besar misalnya 3/5
2/5 bahkan ada yang 2/3 : 1/3.

Begitu juga sebaliknys bila letsk lahan sudah
terawat dengan baik, ditambah lagi dekat dengan Jalan,
dan komponen biays ditanggung oleh pemilik maka
imbangan bagian pemilik akan lebih besar, ada yang 3/5
2/5 dsn ads ysng 2/3 : 1/3, tergantung seberaps banysk
komponen bilaya vang ditanggung pemilik. Dengan katsa
lain semskin banyak komponen yang ditanggung, maks akan
semakin besar 1imbangan yang akan didapatkan oleh
pemilik. Namun demikisn tidsk tertutup kemungkinan
imbangan tetasp dibagi dua, tergantung hasil kesepakatan

para pihsk.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40093.pdf
111

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat diketahui
bahwa semus responden (100%) ternyata tidak tahu
dan/atau tidak pernah mendengar adanya Surat Keputusan
tentang 1imbangan bagi hsasil yang dikeluarkan oleh
Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Lahat. Hal 1ini sesuai
dengan hasil penelusuran dokumen di Sekretariat Pemds
Tingkat 11 Lahat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat
ternyats memang tidak ditemukan SK yang dimaksud.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, didukung puls
oleh hasil waswancara dengan seorsng mantan Pasirsah
(Kepala Pemerintahan Marga) diketahui bahwa, walaupun
senyatanya lembags bagi hesil itu ada dan paling banysak
dilasksanakan oleh masyarakat Pasemah akan tetapi belun
pernahh ads suatu keputusan (sdat) yang mengatur keten-
tuan besarnya imbangan. Hal ini disebabkan oleh antara
lain berasgamnys letak dan kondisi lahan, lingkungan dan
subyek bagil hasil itu sendiri. Pemerintahan marga dulu-
nya tidask pernsh ikut casmpur dalsm menentukan bessarnys
imbangan. Besarnya imbangsn sepenuhnya diserahkan kepada
kesepakstan parsa pihak yvang melaksanakan perjanjian.
Namun demikian, biasanya para pihak mengikuti kebiasaan
vang sering digunsksn masysrskst seéempat.

Selanjutnya dijelaskan bila sudah terjadi kese-
pakstan mesks berlskulah prinsip perjanjian yang dikensl
dengan “janji nunggu kate betaruh”.

Terjemshan bebasnys (maksudnya) ysitu bila 3janji
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sudah disepakati, walaupun hanya dengan kata-katsa
(lisan) spsapun resikonya maka para pihak harus menepati
janjinya. Dalam hal 1ini manusis sangat beda dengan
hewan. Manusia yang dipegang adalsh Janjinys sedang-
kan hewan yang dipegang kendalinysa.

Bilsa salah satu pihak ingksar skan janjinya, maka
pihak yang ingkar tersebut harus membayar (denda) kepads
pihak ysng merass dirugikan, tanpa perlu melslui kerapa-
tan desa (dulu marga). Biasanya bentuk ganti kerugian
tersebut sudah ditetapkan psada <ssat perjanjian itu
dibuat. Disamping harus membayar denda, pihak vyang
ingkat janji Jjugs -mendapat sanksi - -dari masyarakat -
berupa celaan-celaan (julukan).

Berdasarkan hasil pengumpulan data diketshui
bahwa, semua (100%) responden menyatakan imbangan bagi
hessil sepenuhnys ditentuksn oleh kesepskstsn psra pihsak.
Hal ini didukung pula oleh wawancara bahwa, walaupun
bsgi hasil itu umumnya menggunaksan sistem 1/2 : 1/2,
tetapi bila para pihak menghendaki sistem 1lain maka
tidsk &ada pihsk manspun yasng bisa mencegahnys. Bils
kesepakatan sudah ditemukan maksa berlakulah prinsip
“Janji Nunggu Kate Betaruh”. Ramun Aemikian prinsip ini
biassnys akan menjadi lunak bila salah satu pihak bukan

8s1i masysrakat sdat Pazemsh.
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Tsbel 22
Distribusi Frekuensi Tentang Perlengkapan
Yang Harus Disiapksn oleh Pemilik Sawah Basah
n = 80
No Keterangan pemilk|PngdrapiTergantung|Ber-samaZ| Jml
A % Prjin % % %
1 | Bibit 5 - 15 60 80
6,3% - 18,7% 75% 100
2 | Pupuk 11 3 12 54 80
13,7%1 3,8% 15% 57, 5% 100
3 | Pestisids/d1l 11 3 12 54 80
13,7%1 3,8% 15% 67,5% 100
4 | bahar mskanan 1 76 3 - 80
untuk pernggsarsp
1,2% 95% 3.8% - 100

Senada dengan tabel-tabel terdahulu diketahui
bahwa, daslsm melskssasnakan perjanjisn bagi hasil, pars
pihak dapat memilih atau menentukan sendiri isi perjan-
jian yang mereka inginkan.vHal ini bils kita lihat pada
tabel 22 di atas, nampak jelas isi perjanjiannya sangdat
beragam. Besarnys imbangan bagl hasil yang akan diterimsa
oleh masing-masing pihak sangat tergantung dari isi
perjanjiannya. Salah satu contoh bils bibit, pupuk dan
pestisida merupakan kewajiban dari pemilik, maka
imbangan bsgi hasil yang skan diterima pemilik tentunya
akan 1lebih besar, begitu pula sebsliknya. Akan tetapi
bila komponen-komponen bisya tersebut basnysk yang men-

jadi beban bersama maka umumnya hasil tanash dibagi dua.
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Tebel 23
Distribusi Frekuensi Tentang Perlengkspan Yang
Harus Disiapksn oleh Pemilik Lahan Tanaman Keras
n = 80
No Keterangan Pemilk|Pnggrsp|Tergantung|Ber-sama2| Jml
% % Prjin % % %
1 | Bibit 67 - 4 9 80
83,74 - 5% 11,3% 100
2 | Pupuk 9 22 4 45 80
11,3%1 27,5% 5% 56,2% 100
3 Pestisidsa,/d1ll 11 139 4 46 80
11,3%] 23,8% 5% 57,5% 100
4 | bshan msksrisn 3 74 3 —- 80
untuk pengdgsrsp
3,8%| 92,4% 3,8% 100

Ads hal yang cukup menarik dari tabel 22 dan 23
vaitu adsnys perbedsan yang ssngat tajam padas penyvedisan
bibit. Untuk 1lahan sawah bazah, ternyata vyang psaling
banysk dilskukan oleh pars pihsak, bibit menjadi beban
bersama sebanyak 80 responden (75%), sedangkan untuk
tanaman Keras, bibit umumnys (87 responden/83,7%) menja-—
di beban pemilik tanah. Hal ini disebabkan bibit pada
tanaman psdl biasanys disediakan/disisakan dari  hasil
panen, sedangkan bibit tanaman keras sifatnys satu kali
tanam untuk selsms tanaman mesih " mendatangkan hasil.
Untuk menjaga kuslitas tanaman, umumnya pemilik tanah

ingin menyvedisksn sendiri bibitnyva.
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Tshel 24
Distribusi Frekuensi Tentsng

Jangka Waktu Perjanjiasn Bagi Hasil

n = 80

Ho Keterangan Frekuensi A
Ditentukan : 7 8,7
2 | Tidsk ditentukan 73 91,3
Jumlah 80 160

Berdasarkan tabel 24 di atas dapat diketsahui
bshwa, umumnys para pihak tidak menentukan jangks waktu
perjanjian bagi hasil (91,3%).

Dalam wswasncara diketahui beashws, perjanjisn bagi
hasil sswah jarang sekali ditentukan Jjangks waktunys.
Dengsn kats lain sepanjang psra pihak masih ads keco-
cokan, selama itu pula perjanjian dilaksanakan. Dalam
hal sda kecocoksan maka tidak jsrang baik pemilik maupun
penggarap bukan lagi penggarap asli melainkan sudah
sama~samsa shli waris atau keturunan {(ansk cucu) dari
pemilik dan penggarap. Sebaliknya bila tidak ada keco-
coksn, perjanjisn bagi hasil bisa ssjs diakhiri setelsah
selesai panen pertama.

Kalsupun &ada penentuan jsngka waktu perjanjian
biasanya berlaku untuk tanaman kerss (kopi/cengkih) yang
belum pernsh stau mass panennya masih sagak lasma. Bila
perjanjian bagi hasil dimulai dari waktu tanam, Jangka

waktu bisssnys minimsl sampai 3 atsu 4 kalil panen. Bila
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‘tanaman sudah berumur 2 stau tiga tahun, jangks waktunys
biasanya ditentukan minimal 2 satau 3 ksli panen. Dalam
hal 1ini, biasanya yang meminta penentuan Jjangka waktu

adalah penggarap.

Tabel 25
Distribusi Frekuensi Yang Menyediakan
Modsl Awal Dalsm Menggsrap Tansah

n = 80

No Keterangan Frekuensi %
1 | Penggarsp 3 3,7
2 | Pemilik 59 73,8
3 Bersama-sams 3 7.5

4 Tergantung Perjanjian 12 15
Jumlah 80 100

Berdasarkan tabel 25 di atas diketahui bahwa,
modal &awsl umumnys disediskan olehr pemilik vaitu 59
responden (73,8%), tergantung perjanjian 12 responden
(15%), berssma-sams B responden (7,5%Z) dan disediakan
oleh penggarap 3 responden (3,7%).

Dalsm wswancars diketshui bshwes, kondisi ekonomi
pemilik stau penggarap sangsat mempgngaruhi pihak mana
vang menyediskan modsl awal. Oleh karena kondisi ekonomi
pemilik 1lebih baik maks umumnya modal awal disediskan
oleh pemilik. Namun demikian, setelsh selesal panen maka
semua biaya yang dikeluarksn oleh penyedia modal

diperhitungksn oleh pasra pihak sesusil isi perjanjian.
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Tabel 26
Distribusi Frekuensi Bentuk/wujud Pembagian

Dalam Pelsksansan Perjanjian Basgil Hasil

n = 80
No Bentuk/wujud penbsgian Frekuensi %
Nstura/hasil produksi 54 67,5
Usng 12 15
Radang-kadang dan/atsu
gsbungan 14 17,5
Jumlah 80 100

Bentuk pembagian umumnya (67,5%%) berwujud hasil

produksi (nstura). Akan tetapi ada pula yang berwujud

uang (12%) atau gabungan hasil produksi dan vang
(17,5%).
Berdasarksn hasil wawancara diketahui bahwa,

pembagian hasil dalam bentuk uang atau gabungan uang dan
hasil produksi biasanys dilakukan o¢leh pemilik yang
bertempat tinggal jauh dari lahannya. Dengan cara ini,

berarti pemilik menerima hasil bersih.
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Takbel 27
Distribusi Frekuensi Pihsk

Yang HMenanggung Risiko Jika Panen Gagal

n = 80

No Keterangan Frekuensi %

1 | Penggarsp —— —
2 | Pemilik ) 6,3
3 Bersama-sama 73 91,2
4 Tergantung Perjanjisn 2 2,5
Jumlah 80 100

Bila panen gagal risiko umumnya (91,2%) ditanggung
berssmas. Setelah ditelusuri 1lebih lanjut, besarnya
rigiko vyang harus ditanggung oleh para pihak ternyata
tidak disesusiksn dengsn bessarnys imbangan yang akan
diterima oleh wasing-masing pihak, melainkan selalu
dibagi dua. Aksn tetapi bila penyedisan modal awal
seperti bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain dilakukan
cleh pemilik, mekas ada beberaps pemilik (6,3%) tidak
mengikutsertakan penggarap untuk menanggung risiko.
Dengan kats lsin risiko ditsnggung sendiri oleh pemilik

tanah.
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Tabel 28
Distribusi Frekuensi Tentsng Perigalaman

Berskhirnya Perjanjisn Bsgi Hasil

n = 80

No Keterangan Frekuensi %
Pernah mengslami 27 33,8
2 Belum pernsh mengalami 53 66,2
Jumlah 80 100

Berdasarkan tabel 28 di atas diketahui bahwa,
mayoritess responden (66,2%) belum pernsah mengalami
putusnya perjanjian bagi hasil, sedangkan sisanya 33,8%
sudah pernash mengslami putusnys perjasnjiasn. Dengan kata
lain sebelumnya pernah melaksanakan perjanjian bagi
hesil dengsn penggarap i1ain. Alssan putusnya perjanjian,

selengkspnya dapat dilihat pada tabel 28 berikut ini.
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Tabel 29
Distribusl Frekuensi

Alasan Berskhirnya Perjsnjisn Bagi Hasil

n = 80
No Reterangan Prekuensi A
Belum mengalami 53 66,2
2 Penggarsp tidak jujur dalam
membsgl hasil pertanian 4 )
3 Penggsrap sudsh punya lzhan
sendiri 2 2,5
4 Penggarasp tidask mengdsrap
lahan dengan baik 3 3,7
5 | Terlalu banyak lahsn yang - -
dikerjakan pengdgarap/meng-
garsp juga orang lsin 4 )
6 Pengdasresp menterlantarksan
lshsri/punya perkerjasan lain 3 . 3.7
7 Penggarap pindal garapan ke
lghan orang lsin 3 3,7
8 Pengdarap msu menggdarap
sendiril lshannya 3 3,7
g Pemilik tsnpsa alasan yvg je-
lss mencarl pengdsrap lain L5} 6,3
Jumlah 80 100
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Tabel 30
Distribusi Frekuernisi Tentangd Peristiwa

Perselisihsn Pembagian Hasil Pertanisan

n = 80
No Reterangan Frekuensi %
Tidak pernah mengalami 64 80
2 Pernah, karena pendgsarsp
tidak memperhitungksn hasil
vang dipetik di luar panen
r'sysa 6 7,5
3 | Pernah, hkarens pemilik tidak
mau memperhitungksan biaya
vang tak terdugds 2 2,5
4 Pernah, karena tidak jelas
hsk dan kewsjiban mssing? 15! 6,3
5 Lain-lain tsk diketshui
secersa pasti 3 3,7
Jumlah 80 100

Berdasarkan tabel 30 di atas dapat diketahui,
bahwa masyoritas responden (80%) belum atau tidak pernah-
mengalamli perselisihan pembagian hasil pertanian.
Ragi responden vysasng pernsh mengalami perselisihan,
berdasarkan tabel 31 ternyata cukup diselessikan secarsa
musyswarsh antsra pers pihak. Namun demikian masih
terdapat vang nampaknya tidak berdasarkan hasil musyawa-
rash vaitu pemilik mengambil inisiatif mencari penggarap
lain (8,7%) atau penggarap yang sengaja meninggalkan
lahan (2,5%).

Dari hasil wawancara terungkap, bahwa pemilik

tanah vyang berinisiastif mencari penggarap lain umumnya
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vang berulang-

lahan,

vang dianggap

n = 80
No Reterangan Frekuensi %
1 Belum pernah mengalsami per-
selisihan 64 80
2 Pemilik, mengsmbil inisiatif
untuk mencari pengdarsp lain .7
3 Penggarap sengaja meninggal 2,9
kan lshan
4 Pengdarsp memenuhi tuntutan
penilik tansh 2 2,5
5 Hek dan kewsjiban mssing-
masing pihak dipertegdss S 6,3
Jumlah 80 100

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40093.pdf

1235

6. Faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelak

sanaan UU No. 2 tahun 1960 tentan bagi hasil.

Fsktor-faktor yang menunjang dan/atau

menghambat

pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 19680 tentang bagi

hasil, indikatornys disamping akan ditampilkan

tabel-tabel di bswah ini, tetapl pada dasarnys

pads

dapat

pula bersumber dari variabel-variabel lain yang ditam-

pilkan pada tabel-tabel sebelumnys.

Tasbel 32
Distribusi Frekuernisi Pemaksian

Bentuk/sistem Perjanjian Bagi Hasil

n = 80
No Keterangan Prekuensi %
1 | Tertulis, dihadapan Repala - -
Dess, ads saksi dsn disyah-
kan oleh Camat
2 | Tertulis, dihsdspan Repsals
Desa, Ada saksi tspil tanpa
pengesahan oleh Camat 2 2,9
3 | Tertulis, dihadapsn Repsla
Dess, tanpa saksi 3 3,7
4 | Tertulis, tanpa diketshui
Kepala Desa, tapi ada saksi 10 12,5
5 | Tertulis, tanpa cdiketahui
kepala desa dan tsnpa saksi 10
Lisan dengan ssksi 2,5
Lisan tsnpa saksi 55 68,7
Jumlah 80 100
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Tsbel 33
Distribusl Frekuensi
Alassan melakukan perjanjian seperti pada tabel 32
n = 80

No Keterangan Frekuensi Z

1 Sudsh biasa dan saling per-
caya, baik dendan lisan sads
saksi msupun tanpa saksi 57 71,2

3]

Tertulis, karens para pihsk
taskut lupsa isi perjaniian,
baik hsk maupun kewsjibannysa) 3 3,7

3 | Tertulis, karens permintaan
pemilik 6 7,5

4 Tertulis, karens tanah ter-
sebut jauh dengan tempst

tingdal pemilik 7 8,8

b3} Tertulis, harens kessadsran
pars pihak 7 3,8
Jumlah 80 100

Sudsh merupakan ciri khas tersendiri bahwa, setiap
kebiassan yang berassl dari Hukum Adat, mska kebiasaan
tersebut umumnya dilakukanAsecara lisan.

Dalam wawancara terungksp bahws, terdapatnysa
perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tertulis ini
sangat dipengsruhi oleh faktor tidsk murninya lagi
unsur—unsur yang harus dipenuhi dalam hukum adsat itu.
Faktor tersebut santars lasin, sslsh satu pihak tidak
berada di lingkungan adat yang bersangkutan atau salah

satu pihak bukan bersssl dari massysarakst adat setempat.
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Tshel 34
Distribusi Frekuensi Tentsng

Pengetahuan Terhasdap Undang-undarg Badi Hasil

n = 80
No Keterangan Prekuensi %
1 Tidak mengetahui/belum
pernsh mendengar 74 92,5
2 Pernah mendengar tapi belum
pernah mengetahui isinya 5 6,2
3 Mengetalui/pernah mendengsr
isi pasal-pasalnya 1 1,3
Jumlah 80 100

Pengetahuan terhadap Undang-undang Bagi Hasil ini
ketika dikonfirmasikan lebih lanjut dengsn instansi
terkait, terdapsat indikasi bahwa Undang-undang Nomor 2
Tahun 1960 tentang Bagi Hasil khususnys di dataran
tinggi Pasemah ini belum disosialisssikan atau sekurang-
kursngnys sosialisasi yang dilskukan tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Indikasi tersebut antara lain
nampak pads:

a. minimnys pengetashuan Kepala Dessa terhadsp UUBH, sebsb
dari sembilan Kepala Desa yang berhasil di wawancarai
henya sstu yang pernash mendengar bahwa negsara kita
memiliki UUBH, itupun tidak/belum pernah mengetahui
tentang isinys.

‘b. tidsk adanys kegistan atau catstan-catatan kegistan

tentang sosiazlisasi UUBH di kantor-kantor kecamatan.
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c. tidak ditemukannya arsip tentang kegiatan yang berhu-

bungan dengan UUBH di sekretarist Pemerintsh Dsersah

Tingkat 11 Kabupaten Lahat, karena tidak ditemukannya

SK. tentang Imbangsn Bagi Hasil maka besar kemung-
kinan sampai saat ini Sk tersebut belum pernah adsa.

d. Di Kantor Pertanshan Kabupaten Lahat hanya ditemukan

1 (satu) kall kegiatan yang diadakan pada bulan

Pebruari 19884 ysaitu arsip laporan survey Pelaksanaan

Bagu Hasil tetapi kurang jelas survey tersebut berhu-

bungan dengan sosislisasi UUBH &atau hanya untuk

mengetahul tentang pelaksanaan bagi hasil yang biasa

dilskuksn masysarakst.

Tshbel 35
Distribusl Frekuensi Tanggapan Resporiden
Terhsdsp Reinginsn untuk melsksanakan UUBH

n = 80
Ho Ketersngan Frekuensi %
Mau memstuhi, tesnpa syarat 5 6,3
Mau mematuhi dengsn syarat 6 7,9
3 Terlebih dahulu ingin tsalm
isi perintalmya 29 36,3
4 Mau, bila memang diwsjibkan
dan isi perintalmys tdk ter
lalu memberatkarn ) 39 48,7
5 Sudsh merasa cukup dengsn
kondisi yang sudah ada 1 1,3
Jumlah 80 100
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Tshel 36
Distribusi Frekuensi Tentsng
Hubungan Kekeluargssn Antara Pemilik dan Pengdsrap

n = 80
Ro Huburigan Kekeluardsa Prekuensi 4
1 Reluargs dekat (saudara/
sepupu ) 7 8,8
2 Keluargsa kurang dekat (nienek
bersaudars/besan dl11) 6 7,5
3 Reluarga jauh (di luar nomor
1 dan 2} 26 32,5
4 | Tidek ada hubungan kelusrgs 41 51,3
Jumlah 80 100

Berdasarkan hasil wawancars, ternyata hubungan
kekeluargsan antaras pemilik dan penggarap ini mempunysai
sifat khusus ysitu adanya rasa enggan (tabu) melakukan
perjenjisn dalam bentuk tertulis, bashkan jusl-beli tanah
di antara sesama anggota keluarga masih ada yang dilaku-
kan secsra 1lisan. Alassnnys, perjanjian dalam bentuk
tertulis akan menimbulkan kesan bahwa mereka sudah tidak
ssling percays lagi dan bils sudsh tidsk saling percaya
maks akan merenggangkan hubungan kekeluargaan yang sudah
seda. Tindakan satau usshsa yang megenggangkan hubungan
kekeluargaan (silahturahim) adalah bertolak belakang
dengan sdat istiadat (kebissaan) masyarakat di dataran

tinggi Pasemah ini.
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Tabel 37
Distribusi Frekuensi Alasan Yang Paling Menonjol
Sehingga Memilih Reluargs Menjsdi Penggarap Tansah

n = 80
No Keterangan Prekuensi %
Untuk membantu ekonaminys 16 20
2 Lebih dapat dipercaya 2 2,5
Kebetulan Dia yang dianggsap
paling mampu 3 3,7
4 Mudsh berkomunikasi/ber-
musysawarah 18 22,5
5 Bukan keluargs 41 51,3
Jumlah 80 100

Berdasarkan tabel 37 di atas, diketahui bahwa
hempir separuh penggesrsp tansh merupskan anggots keluar-
ga dari pemilik tanah. Alasan memilih anggota keluarga
tersebut yaitu untuk membantu ekonominyas (20%}, lebih
dapat dipercaya (2,5%), faktor kebetulan (3,7%) dan

mudah berkomunikasi/bermusyawsrsh (22,5%).
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B. Pembahasan

1. Demografi

Di dataran tinggi Pasemah berdasarkan tabel 1,
ternyata penggarap tanah yang melibatkan diri dalam
perjanjian bagil hasil tidask hanya orang-orang tani saja,
melainkan terdapat pula penggarap yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil (5%).

Henurut Passal 2 asyat (1) UUBH:

"yang diperbolehkan menjadi penggarap daslam perjan-

jian bagi hasil hanyalsh orsng-orang tani, vyang
tanah garapannya sendiri maupun yang diperolehnysa
secara menyews, dengan perjanjisn bsgi hasil

ataupun secarsa lainnya, tidak akan lebih sekitar
3 (tiga) hektar”.

Selanjutnya dijelssksn bshwa, pembatssan ini
ditujukan agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh
orang-orang teni saja (termasuk buruh tani), yang akan
mengusahakannya sendiri, Juga agar sebanyak mungkin
cslon penggarsp dapat memperoleh tanah garapan.

Dengan sdanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah
bahwa, seseorsng atasu badan hukum yang ekonominya kusat
akan bertindak pula sebagail penggarap dan mengumpulkan
tanalh gsrsapan vang luas dan dengan demikian sakan
mempersempit kemungkinan bagi para.petani kecil <calon
penggarap untuk memperocleh tanah garapan.

Menurut Pasal 1 huruf e UUBH Petani adalah orang,
baik mempunysi maupun tidak mempunyai tanah yang mata

pericaharian pokoknya adalah mengusshakan tanah untuk
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pertanian.

Bils diksitksn dengan Pasal 2 aysat (1) UUBH di
atas, adanya PNS dan pensiunan yang menjadi penggarsap
tanahh selintas sudah melanggsr ketentuan. Akan tetapi
bila diperhatikan hakikat dan tujuan pasal tersebut
yvaitu untuk melindungi golongan ekonomi lemah dan mence-
gah seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat
bertindsk sebagail penggarap dan mengumpulksan tansah
garapan. PNS yang menggarap tanah di dataran tinggi
Pasemah sdalsh PNS golongsn 1 dan I1. Bila diperhatikan
gaji PNS yang bersangkutan maka sangatlah wajar bilsa
mereks masih berusshs mencari tambahan dengsn cars
mengusahakan tanah. Diperhitungkan dari jumlah peng-
hasilannys, mskas dspat dikatskan bertsni s&adalsh mata
pencaharian pokok sedangkan PHNS merupakan penghasilan
tambshan. Menurut hemat penulis, Passl 2 ayat (1) UUBH
di atas tidak mengatur secara mutlak bahwa tanah harus
dikerjskan oleh orang ysng pekerisannya hanys bertsani.
Sepanjang orang-orang tani di daerah yang bersangkutan
tidak dirugikan (masih mempunyai tsnah garspan) maka
tidak ada alasan melarang mereka menggarap tanah.
Bshksn, bukanlah hsl yang nsif bila.mereka dikelompokkan
ke dalam kelompok golongan ekonomi lemah yang layak
dilindungi. Dengsn demikian terdspatnya PHS yang menjadi
penggarap tanah di dataran tinggi Pasemah ini belumlah

dapat dikstegorikan melanggsar Pssal 2 syast (1) UUBH.
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Usia produktif yaitu batsas usia yang secara riil

dapat memproduksi atsu mendatangksan hasil yvang maksimal.
Dalam penelitian 1ini usia produkif seorang penggarap
tansh yaitu Dberkisar antsra umur 21 sampai dengan 57
tahun. Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan 90 %
penggarap tasnah dslam kondisi produktif, sedangkan
pemiliknya yang berusia produktif yaitu berjumlah 75 %.
Ini bersrti, tanah atsu lshan-lahsn yang ada di dataran
tinggi Pasemah ini seharusnya mendatangkan hasil yang
banyak dibandingkan bila tsnah digarap oleh penggarsp
vang berusia tidak produktif.

Pengelompokan usia produktif sengaja penulis swali
dari umur 21 tahun, sebab pada usia itu sesecorang yang
terlibst dslam sustu perjanjian tidask aksn terhalang
lagil oleh karens baik ditinjau dari sudut hukum perjan-
jian (KUHPerdata) dan umumnya dari sudut hukum adat
seseorang pada usis i1tu sudah bisa dianggap dewasa.

Dalam penelitian di dataran tinggi Pasemsh ini
ditemukan éebanyak 7,5 % subjek bagi hasil vyang belum
berusis 21 tshun, belum kawin dan belum mandiri. Pads
kondisi 1ini ditinjau dari kedua sudut hukum di atas,
subjek basgi hasil tersebut sebénarnya belum dapat
dinyatakan dewasa. Belum dewasanya seseorang berakibat
tidak cakspnys dis melskukan sesuatu perbuatan hukum.

Akan tetapi menurut Djojodiguno, hukum adat itu

tidsk mengenal perbedsan ysng tsjsm antars orang yang
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sama sekali tidak cskap dan yang cakap melakukan suatu
perbuatan hukum54).

Menurut hemst penulis, berhubung lembaga bagi
hasil ini adalah murni lembaga hukum adat, maka akan
lebih bijsksasna bila mengikuti spa yang dianut oleh
hukum adat setempat.

Berdasarkan hasil waswancars diketshui bshws, &ada
sementara pemilik tanah vyang sengaja mencari calon
penggarsp tanah yang belum kawin dan masih berusia muda
vang diambil dari pulau Jawa. Pemilik tanah biasanya
memberikan/mensnggung biaya hidup penggarap selama tanah
belum mendatangkan hasil. Dengan cara ini berarti
pemilik tsnah tidsk akan terlslu Dbesar mengelusrkan
biaya hidup pengarap karena belum kawin. Dicarinya usia
vang masih muds dengan harsran tenggang waktu membiayai-
nya dalam kondisi bujangan akan agak lama.

Ditinjsu dari program pemeratsan penduduk dan
pemerataan kesempatan mendapatkan kerja, gejala seperti
ini sangstlsh positif skan tetapi ditinjau dari Jjaminsan
perlindungan hukum dan program wajib belajar bagi
penggesrap berusia muds, hal ini ssngat diragukan.

Mermurut keputusan Menteri Mudé Agraria No. sk/322
ka/19680 tentang Pelskssnaan Undang-undang Ro. 2 Tahun

1880, jika pemiliknya belum dewass, maka bisa diwakili

545 Diojodigoeno, 1958, Hukum Adsi, Gajah Mada Press, Yogya-
karta, hal 27.
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oleh wali dan bila sudah sangat lanjut :-usias::;-maks ...

pemiliknya dapat menunjuk kussa untuk menandsatangani
perjanjian atasnamanya. Dalam hsal walinya tidak ada atau
walinys berada jauh dengan tempat diadakannya perjanjian
nampaknya Undang-undang No. 2 Tshun 1960 ini tidak
secara jelss mengaturnya.

Menurut hsassil penelitisn Mustara, ada kecende-
rungan parsa petani yang masih buta huruf dan berekonomi
lemah, slergi dstang ke ksntor kepaslas dess setempat dan
subjek bagi hasil sulit datang ke kantor kepala desa
karena lokasinya jsuh dari rumsh subjek bsgi hasil.

Berdasarkan hasil observasi di beberapa kantor
kepala desa dan wawancars dengan kepala dessa, penulis
berpendapat bahwa suasana kantor kepala desa di dsataran
tinggi Pssemah ini pads dassrnys tidak disdskasn secars
formal melainkan lebih cenderung diadakan dalam suasana
nonformsl (fasmilisr/kekeluargaan). Tempat pemukiman
penduduk umumnyas mengelompok dalam satu desa dan umumnya
masih dalsm rsdius 1 (satu) km.

Hemat penulis, pada dasarnya tidak tepat bila
subjek bagi hasil sulit melakssnaksn perjanjian bagi
hasil sesuai Undang-undang Nomor 2'Tahun 1960, dengan
alasan karens jauhnys letsk ksntor kepala desa dan
karena alergi/takut datang ke kantor kepala desa. Pada
‘penelitian ini yang paling jelas perbedaannys dengan

Undang~undang Nomor 2 Tahun 18960 yaitu terletak pada
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kebiassaan masyarakat melaksanakan perjanjian bagi hasil:
a. dalam bentuk lisan yang seharusnys dilakukan secara
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH;
bb. membagihasilkan tanaman kerss, sedangksan menurut
Pasal 12 UUBH tidak berlaku bagi tanaman kerss.

Tidak dilaksanakannysa perjanjiasn bagi hasil secara
tertulis di daerah ini semata-mata bukan karens
kebiasaannya yang tidask masu berubah. Tetapi bila dilihat
tabel 34 ternyata lebih ditentukan oleh ketidak-tahuan
masyarsksat bshwa ada peratursn perundang-undangsan y&ang
mengaturnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di datas-
ren tinggi Pssemahh 1ini cenderung berkembang sesuai
dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan masyarakat,
terbukti di daersh ini (tsbel 33) semakin hari semaskin
banyak yang dengan kesadaran sendiri melskukan perjanji-
sn dalsm bentuk tertulis walaupun belum sesusi dengan
ketentuan Pagal 3 Undang-undang Nowor 2 Tahun 1880,

Berdasarkan tsbel 4, s&sda kesenjangan tingkst
pendidikan pemilik dan penggarap. Pemilik, 72,5 %
berpendidikan SLTA ke stss sedangkan penggarap 85 %
berpendidikan SLTP ke bawah.

Menurut hasil penelitian Hasnul Basri dkk,55)

tingkat pendidiksasn dan asal pendidikan tidak berpenga-

55) Hasnul Bssri dkk, 1892, Latar Relakang Mshesisws UT dalam
Kumlstif pseds UPBJJ Bengkulu, Lasporsn Penelitisn, Dirjen Dikti
Depdiktad RI., hal 54.
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ruh secara siqnifikan bahwa seseorang akan mematuhi
ketentuasn yang asds stsu peraturan yang sudsh ditetapksn
sebelumnya.

Artinysa seseorang yang berpendidiksan tinggi maupun
berpendidikan rendah pada dasarnya sama-sama berpeluang
untuk ingkar/cidera janji. Dengan demikisan, wslaupun
pemilik tanah berpendidikan relatif tinggi dibandingkan
dengan penggarap tetapl kepastian suatu perjanjian tetap
dibutuhkan agar hak-hak dan kewajiban masing-masing
pihak biss terjsmin. Menurut hemst penulis, unituk
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnysa
vang merugikesn penggsrap maka perjesnjisn tertulis sebs-

gaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH mutlak dibutuhkan.
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2. Status Hak-hak Atas Tanah.

Berdasarkan hasil rekspitulssi dats pada tabel 8,
ternyata tanah-tanah yang dikuasai responden pewmilik
berjumlsh 76 bidang ysng terdiri dari 70 bidang (82,1%)
masih berstatus tanah adat dan baru 8 bidang (7,8%) yang
sudah terdaftar (bersertifikat) dengan status hsk milik.
Dari 76 bidang tersebut, yang dibagihasilkan berjumlah
59 bidsng (tsbel 8) vang terdiri dari 55 bidang (83,3%)
berstatus tanah adat dan 4 bidang (6,7%) bersertifikat
hak milik.

Pads ssst 1ini banyvak seksli terjadi ketidak-
tertiban penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah oleh
oreng-orang dan badan hukum serta instansi-instansi

pemerintah maupun swasta. Bentuk-bentuk ketidak-tertiban

B

N
~r

itu misslnya:

"s. menguasai tanah tanpa dilandssi suatu hak atas
tanah;

b. penguassan tanah pertanisn secara melsmpauil
batas yang diperbolehkan maupun tanah absentee;

¢. pengussaan tansh pertaniasn secars berkedok atas
nama orang lain yang dilengkapi dengan surat
kuasa mutlak;

d. jual beli tansh di luar prosedur yang berlaku/
tidak melalui PPAT;

e. jusl beli tsnah di bawah “tangsn atau dengan
surat kuasa mutlak.”

56) Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dasn Politik Agrsris,
Departemen Pendidikan dan Kebudayasn, Universitas Terbuka, Jakarta,
hal. 8.1.
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Jenis atau macam hak-hak atas tanah vang status
pemilikannys diakui oleh UUPA adaslah hak-hsk astss tanah
sebagaimana tercsntum dalam Pasal 16 UUPA. 27) Selanjut-
nys yang despat dinystakan sebagsal tanah adst yaitu tanah
sebagaimana yang dimsksudkan oleh Pasal 62 RR/51 1S
(vide hal. 35)°8)

Dengen demikisn, tanah-tanah yang dibagihasilkan
di dataran tinggl Pasemah hanya ada 2 (dua) macam vyaitu
tenah yang masih berstatus tanah adat (83,3%) dan tanah
yang sudah terdaftar/bersertifikat (6,7%) yang kesemua-
nya berststus hak milik.

Berdasarkan hassil penelitisn S.W. Endah Cahyowati
dkk°9)  fsktor perighambst belum didaftarkannya tanah-
tanah di pedesaan yaitu:

1. Kurangnya jumlsh tenagsa;

3N

Sarana yang belum memadai;

Daril pihsk pemegang hak astss tanah yvaitu karena belum

ol

ada biaya, menunggu prona, tidak tahu caranya, tidak
atau beium ads waktu, tidak perlu tergesa-gesa.

Selain hal-hal di atas, ada pula ditemui hambatan

pelaksansan pendaftsran tsnah antara lain karena adanya

anggapan masyarakat bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran

57y A.P. Parlindungsn, 1983, Komentar Atas UUPA, QOp, Cit
“hal. 87.

58) BPHN Departemen Kehskiman, 1978, Loc. Cit,

58) S.W. Endsh Cshyowati dkk, Loc. Cit.
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hak atas tanah adalah mempersulit mereka saja, prosedur-
nya berbelit-belit, biaysnys mahal, dan mereka takut
Jika tanahnya diukur/dipetakan oleh petugas agraris
nantinya sksn dismbil oleh Pemerintah untuk kepentingan
amum .80
Dapat di dugsa, dengan adanys kondisi seperti ini
maka agak sulit untuk meyakinkan semua pemilik tanah
sgar mau mendaftarkan tanah. Masyarakat akan merass
enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan akibatnya mereka
akan merass telah cukup smsn sajs dengan hanys memegsang
bukti-bukti (adat) yang telah ada tanpa berusaha mening-
katksnnya menjadi sertifikst hak atas tansh.

Masih sedikitnya tanah-tanah sawah/kebun yang
didaftsrksan di dataran tinggi Pasemah disamping program
kantor Pertanahan Kabupaten Lahat yang didahulukan baru
Frons tsnesh-tsnah peksrsngan, di lsin pihak berdassrkan
tabel 7, masyarakat umumnya (82,5 %) untuk mendaftarkan
tanahnysa mesih menunggu Prona atsu Proda. Dengan begitu
nampak ada kesamaan dengan hasil-hasil penelitian 1lain-
nysa yaltu sdanya harapan masysrskat untuk mendaftarkan
tanahnya dengan biaya murah. Dalam penelitian ini,
bahkan ditemui beberspa responden yéng sudah mempersisp-

kan diri untuk mendaftarkan tanahnya dalam suatu prona,

60) Bachtisr Effendie, 1983b, DPendaftsran Tanal di Indone-
513 dan Perstursn-perstursn Pelakssnsagnya, Alumni, Bandung,
hal. 55.
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tetapi karena mendapat berita di daerah lain biaydnya
lebih kecll, mska secars dism-diam mereka mengurungkan
niatnya untuk mendaftarkan tanah. Mereka merasa petugas
telah berdusts dan sengajs menalkkan biasya dari vang
seharusnya. Informasi ini ketika dikonfirmasikan ke
Kepsla Ksntor Pertanahan Kabupaten Lashat, dengan tegsas
dinyatakan bahws badan pertanahan memungut biaya sesuail
dengan stursn, saskasn tetapi karens setisp kegistan prons
selalu melibatkan aparat pemerintah daerah terutama
kepala dess dsn Camat mereks tidsk tshu berapa sebenar-
nya yang diminta oleh aparat tersebut. Dalam setiap
kegiaten prons, umumnys yang datang ke kantor pertansahan
hanys Kepala Desanya saja.

Tenggapsn penulis, bils kondisi seperti ini tetap
dipertahankan maka diperkirakan tuntasnya pendaftaran
tanah sawsh/kebun di daerah ini masih membutuhkan wsaktu
vang agak lams.

Berslihnya sesuatu hak stas tanah, tidak hanya
terjadi karena suatu perbuatan hukum, melainkan dapat
pula terjsdi karens sustu peristiwa hukum atau karens
akibat hukum. Dalam hal karena suatu peristiwa atau

skibast hukum maks di sana tidsk sds unsur sengajs

sebagaimana halnya dengan suatu perbuatan hakum.

Misslnys, seorang pemilik tansh meninggal dunia, maks
sebagai peristiwa hukumnya yaitu slmarhum meninggalkan

werisan yasng tanpa melakukan sustu perbustan hakum,
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mengakibatkan beralihnya hsak ataé suatu bidang tanah
kepads isteri atau anak. Meninggalnyas seseorang itu
adalah sustu peristiwa hukum, bahkan merupakan suatu
peristiwa vang di luar kusss mesnusia. Jadl tidak ada
unsur sengaja di dalamnya. Yang ada yaitu beralihnya
sesuatu hak dari almarhum kepsada yang berhak menerima-
nya, bukan karena dialihkar.

Dislihksn menunjukkan adasnys kesengsjsan vyvaitu
adanya pihak yang satu melakukan swuatu perbuatan hukum
mengalihkan/memindahkan sesuatu hak kepads pihak lain.
Perbuatan hukum yang mengskibatkan beralihnya hak atas
tanah kepsads pihsk lsin despst berups jual beli, hibsh,
tukar menuksr dan lain sebagainya.

Dalsm penelitian ini (tabel %3, vang dspsat dikste-
gorikan beralih (tidak sengaja); yaitu pemilik yang
mendapatksn tasnshnys karens warian sebanyak 64,5 %,
sedangkan pemilik yang mendapatkannya dengan kategori
dialihkan (sengsjs)y ysitu pemilik tsnah yvang mendapatkan
tanahnya dengan cara membell (31,5 %), gadai (2,6 %) dan
karena hibsh 1,3 %. Dihubungkan dengan tabel 8, ternysta
tanah-tanah sawah/kebun di dataran tinggi Pasemah umum-
nya masih berstatus hask asdst dan hanys 7,9 % yvang sudah
didaftarkan (bersertifikat)}. Tanah—ganah yvang berstatus
hak &adst terdiri dari; tidak sda bukti sams sekali
47,4 %, surat keterangan tanah 9,2 %, surat perjanjian
jual beli dari PPAT Camst 9,2 %, Juasl beli di bawah

tangan 10,5 %, surat perjanjian gadsi 2,6 %.
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3. Pemilikan Tanah Melampaui Batas.

Larangan mengusasai tanah melampaui batas di atur
dalam Pasal 7 UUPA yang menetapkan, bahwa untuk tidak
merugikan kepentingsn umum maka pemilikan dan penguasaan
tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Dari penjelasannysa kita dapat mengetshui, bahwa
Pasal 7 tersebut bermaksud mengakhiri dan mencegah
tertumpuknya tanah di tangsn golongan-golongan dan
orang-orang tertentu saja. Yang dilarang oleh Pasal 7
itu buksn hanys pemilikan tanah yang melampauil batas,
tetapi Jjuga penguasaannya. Penguasaan tersebut selsin
dengan hsak milik, dapat juga dilakukan dengan hak gadai,
sewa (jusasl tahunan), usaha bagi hasil dan lain-lainnya.

Berhubung terbatssnys persedisan tanah pertanian,
maka pemilikan dan penguasaan tanah vyang melampaui
batas Jelos merugikan kepentingan umum. Namun demikian
berdasarkan Jjumlah bidang yang termonitor oleh peneli-
tian ini, ternyats ditemukan hanya 5% responden yang
memiliki tanah sebanyak B8 bidang (tabel 8). Pemilikan
tanah sejumlah 6 bidang ini bils dihubungkan dengan
tabel 8 maka jumlahnya hanya 2 responden. Bila dikonver-
sikan ke dslsm hektsr maka terdapat 5 % yang memiliki/
menguasal tanah antara 6 - 8 hektar, selebihnya pemilik-
‘pemilik tanah di daserah ini memiliki luas tesnsh di bawah
8 hektar.

Menurut dsftsr lampiran keputusan Menteri Agrarisa
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No. sk. 978/ka/80, Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat
termasuk wilayah yang tergolong tidak padat (di bswah 50
jiwa tiap kilometer persegi). Dengan demikian 1luas
maksimum pemilikan tanah di daersh ini yaitu 15 hektar
untuk sawah atau 20 hektar untuk tanah kering.

Namun demikian perlu dipertimbangkan/diingat pada
saat keputusan ini dikeluarkan penduduk Kabupaten Lahat
baru berjumlah 379.841 jiwa (sensus 1960), akan tetapi
berdasarkan data Kabupaten Lahat dalam Angka tahun 1984
penduduk Kabupsten Lshat sudah berjumlash 833.318 jiwa
dengan kepadatan penduduk 87,3/km. Dengan demikian pada
saat ini Ksbupaten Lahat tidak biss lagi dikstegorikan
sebagal daerah tidak padat sebagaimana dinyatakan dalam
lampirsn keputussn Menteri tersebut di atas, akan tetspi
faktanya sudah masuk kategori kurang padat. Rerarti
batas meksimum pemilikan tansh di Kabupaten Lahat psda
sast ini adalah 10 hektar untuk sawah dan 12 hektar
untuk teansh kering.

BRils Undsng-undsng Nomor 56/Prp Tahun 1860 tentang
penetapan luas tanah pertanian dikonfirmasikan dengan
rata-rats kepsdatan penduduk di dataran tinggl Pasemah
yaitu 2724,9 peerz, maka secara‘ regional daerah
ini hampir mendekati golongan daerah cukup padat.
Selsnjutnys bils dilihst dari bsnyaknya pemilikan tansh
pertanian oleh penduduk yang berada di luar dataran

tinggi Pasemsh (guntsi/sbsentee) sebensrnya secars tidak
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langsung sudah merupakan unsur penduduk “semu” yang
mengskibatkan semakilin bhessarnyasa persaingsan pemilikan
tanah di daerah ini. Bila dikumulasikan dengan penduduk

asli (setempat) maka tingkast kepsdatan penduduk di

dataran tinggi Pasemah ini akan lebih tinggi dari 224,9

peerz, bahkan mungkin saja sudah mencapai 250 peer2
veitu golongasn daersh dengsn kstegori cukup padst.
Dengan demikian, berdasarkan kenyataan di atas

sds dua hsl ysng patut diperhatikan vaitu pemilik tanah
guntail sudah selayaknys diperhitungkan sebagsi kelompok
masysrsksat vysng dipertimbangksn secars khusus untuk
memiliki tanah pertanian dan dalam menentukan batas
maksimum pewilikan tanah pertanian perlu mempertimbang-
kan tingkat pertambahan penduduk.

Di Ksbupaten Lahat pertambahan penduduknys tahun
1994-1985 sebesar 1,98% ini berarti dalam beberapa tahun
vang aksn dstasng secars regional datsran tinggi Pasemah
akan mencapsl golongan daerah dengan kategori cukup
padat . Konsekuensinys untuk dasersh dengan kategori cukup
padat ini adalah luas maksimum pemilikan tanah akan
berkurasng menjsdi 7.5 hektar untuk tanah sawsh dan 9
hektar untuk tanah kering. .

Penguasasn ftanah vyvang melampaui batss ssat  ini
bukan lagi menjadi rahasia uvmum. Bahkan bukan itu saja,
saat ini di bebersps tempat tanah-tsnah pertanisn sudah

secars terang-terangan dimiliki secara sbsentee oleh
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petani berdasi. Ada pula yang meminjam nama sanak famili

atau pembantu dan lsin-lasin untuk menghindari lsrangan

hukum mengenai pemilikan tanah melampaui batas 81).

Sebsgai perbandingan, hsl ini terjadi juga di luar
negeri antara lain dapst disimak pada ringkasan dan
kesimpulan hasil penelitisn di Sri Langka oleh Ishak
Lebbe, et 2152)

“"The poor group comprised 27% of the village popu-
lation and 33% of the households and owned 1in
totelity only 5% of the psddy land in the village.
Two-thirds of them were landless and relied either
on ¢hepnga cultivation or on hiring out their lsbour
in agriculture”

Terjemshan bebasnys:

“"Kelompok miskin vyang terdiri dari 27% penduduk
desa dan 33% rumah tangga hanya memiliki 5% dari
jumlsh luss lshsan sawsh ysng adsa di desa. Dua per
tiga dari keseluruhannya tidak memiliki tanah dan
bergantung psds panen chens stsu sebagai buruh
tani".

Hal ini sangat bertolsk belakang dengan kelompok
kava (tuan tanah), di mansa:
“"The lsnded group, which owned 54% of Mawegama s

paddy land, though comprising only 18% of the
households”™ .

“"Kelompok tusn tansh memiliki 54% luss lashan sawah
di Mawegama walsupun hanya merupakan 18% dari
jumlsh rumsh tangga'.

Dihubungkan dengan kondisi geogrsfis, perkemban-

gan penduduk dan angkatan kerja serta perkembangan

81) Y.M. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988, Pembsharuan
Hukum Agraris, Beberspa Pemikirsan, Bins Aksara, Jaksrta, hal 56.

62) Ishak Lebhe, et al., 1977, Mawegama, A Case Studvy of =

Yillege in the North Central Province, Agrarian Research and Train-
ning Institute, 114 Wijerams Mawatha, Colombo, pade 1-2.
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sumber alam dan lingkungan di dataran tinggi Pasemah
ternyats ada faktor-faktor ysng wmwendorong seseorsng
berminat memiliki tanah melampauil batas. Namun demikian,
ironisnya ssat ini sajs sudah basnyak petani yasng ter-
paksa tidak mempunyai lahan sendiri (tabel 19). EKondisi
seperti ini skan semskin menyulitksn bila benar terbukti
semakin bsanyak tanah-tanah vyang terkonsentrasi pada
golongsn-golongan tertentu stau para pemilik modal
memaksimalkan batas maksimum yang diizinkan. Petani
tunakisma skan semakin sulit meningksatkan diri sebagsi
petani yang memiliki lzhan sendiri.

Ramun demikisn bils dihubungkan dengsn tasbel 11
(nomor urut 2) ternyata dalam wawancara terungkap adanya
sementsrs beksas pemilik tsnah dengsn berbsgal alasan
(vide hal 154-155) justru memilih menjual tanah kepada
pembeli ysng berassl dsri kota (pembeli absentee}.

Peningkatan penduduk vang begitu cepat tentunya
mengskibstkan perssingan dalam memiliki tanah akan
bertambah besar. Keadaan ini nantinya mau tidak mau akan
menimbulken ketidakseimbangan antsrs Jjumlah penduduk
dengan lahan yang tersedia.

Pengaruh dari semus ini, teta§ saja petsni gurem/
tunakisma yang askan menerima skibatnya. Petani gurem/
tuniakisms skasn semskin terjepit sehingga dalam setiap
'perjanjian akan cenderung mengikuti saja keinginan para

pemilik tsnsh, walsupun perjsnjian tersebut tidak sdil
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dan merugikan wmereka. Bila sudah seperti ini sulit
dibayangkan penggarap mana yang skan biss meningkatkan
taraf bhidup mereka, dan ini berarti selamanya mereka
tetasp akan menjadil petsni gurem/tunakisma.

Dampak negatif yang lebih buruk lagi yaitu tansah
despst sajs berubsh menjadi sumber ketegangan sosisl yang
dapat mengarah kepada konflik terbuka. Pada tahap ini
masalah tasnash menjsdil sangst rawsn terutama di dserah
daerah padat. 83)

Pengussaan tanah pertanisn secara berlebihan oleh
sebagian kecil orang tentunya sangat merugikan masya-
rakat bshksn kurang menunjesng dinamiksa pembangunan.
Penguasaan tanah seperti ini jelas menghambat tercapai-
nya progream pemerstaan memperoleh pendapatesn, kesempatan
kerja, keadilan dan lain sebagalnya.

Kondi=zi seperti ini dulunys hanys terbatas pada
daerah-daerah padat seperti pulau Jawa dan Madura saja,
tetspl nasmpaknya sast ini sudsh mulsi merambat ke wila-
vah lain termasuk dataran tinggi Pasemah. Indikasi ini
dapat dilihst psda tabel 10 yaitu 62,5 % petani pengga-
rap, menggarap tanah kurang dari 1 hektar, 32,5 %
menggarsp antsra 1 - 2 hektar dén hanya 5 % yvang

menggarap 2 - 3 hektar.

83) Departemen Pendidiksn dan Kebudsyaan, 1981, Pola Pemi-
likan dan Pengdunsan Tanah Secara Tradisional, Dirjen Kebudayaan
Direktorst Sejarah dan Hilail Tradisional Proyek Inventarisasi dan
Dokeumenitasi Kebudayasn Dsersh, hal 2.
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Idealnya satu keluarga petani yaitu menggarasp 2- 3

hektsr tsnah sawsh/kebun, tetapi karena semakin hari
cenderung semakin banyak petani yang tidak memiliki
tanah maka makin sempit pula tasnah yang biss mereksa
garap. Indikasi dari kecenderungan ini dapat kita per-
hatiksn pads tabel 11, dimsna terdspst 27,5 2% petani
vang pernah memiliki tanah tetapi oleh karena sesuatu
dan lesin hsl antars lasin untuk membiaysi ansk sekolah,
bhercbat, biaya hidup dan lain~lain maka tanah tersebut
terpsksa dijusl stau digsdaiksn. Bils sudah seperti ini
berarti petani yang dulunya menjadi petani yang mengga-
rep  lahen =sendiri kemudisn menurun menjadi petani
penggarap biasa (gurem). Di samping itu terdapat pula
45 % petani ysng belum pernah mengslsmi memiliki lahan
sendiri dan terdapat pula 5 ¥ petani yang tanahnya dalam
status tergsedail. Sisanys yaitu terdaspat 22,5 % petani di
samping menggarap tanah orang lain dan masih menggarap
tanah milik <sendiri. Dari hasil wswsncars diketashui
bahwa tanah—tanah yvang mereka miliki itu ternyata luas-
nys jesrsng sekali ysng melebihi deri 1 hektar.

Untuk itu menurut hemat penulis, paling tidak ada
beberapa hsl ysng perlu disesuaikan.dengan perkembangan
vaitu:

1. Ceiling atss tansh sebsgaimsna distur dalsm UU HRo.
56/Prp Tashun 1960 nampaknya saat 1ini sudah perlu

ditinjsu kembsli terutama batas maksimum pemilikan
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tanah.

2. Bessarnys bagisn hssil tanah yang ditetapkan oleh
Bupati (Pasal 7 UUBH) berlaku seragam dalam Daerah
Tingkat 11 yang bersangkutan. Pads kenyataannya tidsak
semua wilayah Daerah Tingkat I1 bersifat homogen.
Dalam hal ini ads kemungkinan kecsmatan yang satu dan
kecamatan 1lainnya sangat Jauh berbeds, sehingga
kuranglsh tepat bils besarnya pembagian hasil tanah
diberlakukan sama.

3. Besarnys bagisn hsesil tesnah hanys didassarkan pada
Jenis tanaman, keadaan tanah dan kepadatan penduduk.
Delam kondisi seperti sekarang ini sudah seharusnya
kondisi/status pemilik dan penggarap antara lain
penghasilsn pemilik dan penggarsp di lusr hessil tenah
juga ikut dipertimbangkan dalam menentukan besarnya
bagisn hssil tesnsh. Misslnya, terjadi perjsnjisn bsgi
hasil di mana pemiliknya adalah Bupati, Rektor atau
Pengussha vang mempunysl tansh lebih dari satu bi-
dang, sedangkan penggarapnya adalah petani tunakisma
vang punysa banysk tanggungsn. Dalsm hsl seperti ini,
akan lebih baik ditetapkan bagian hasil tanah untuk
bidang ke-dus dan seterusnysa Seéenuhnya menjadi hak
penggarap. Penggarap cukup diberi kewajiban merawat
dan menjegs tesnah sebaik-baiknys. Selanjutnya mans-
kala pemilik tanah, status dan kondisinya berubah

maks 1imbasngsn bagian hasil tesnsah secara otomatis
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berubah pula, misalnya 1/6, 1/5 atau 1/4, sesuai
dengsn psads kelompok mana kondisi pemilik tsnah sast

itu berada.

w

Perlu diciptakan perangkst hukum yang dapat memantsu
peralihan hak atas tanah pertanian secara efektif.
Menurut hemst penulis dengan adanys beberspa
penyesuaian di atas maka para pemilik modal akan memper-
timbangksn kembali keinginannys untuk menumpuk pemilikan
tanah. Kecuali bila motivasi memiliki tanah tersebut

memang ditujukaen untuk kegistan sosisl.

4. Pemilikan Tanah Secara Absentee (Guntai)

Berdssasrkasn tabel 12, dari 59 bidang tansh yang
dibagihasilkan ternyata 38 bidang (64,4%3) berstatus
absentee.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUPA, padsa
asasnya pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengu-
sahaksn sendiri secara sktif, dengsn mencegah cara-cara
pemerasan.

Menurut Budi Harsono®?4’ Tanah sbsentee atau di
dalam bahass Sunda disebut tanah guntai yaitu pemilikan
tanah yang letaknya di luar daerah.tempat tinggal yang
empunys .

Selasnjutnys dalam UUPA dijelaskan pada pokoknya
‘ketentuan pada Pasal 10 ayat (2 itu pada pokoknya

melsrang pemilikan tanah pertanian oleh orang yang

84% Budi Harsono, Op. Cit, hal 304.
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bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letaknysa
tanah. Namun demikian larangan ini tidak berlaku
terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan
vang berbatsssan dengan tempat letsknys tanah yang
bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik
itu dengan tasnahnys menurut pertimbangsn Psnitisa
Landreform Daerah Tingkat II masih memungkinkan untuk
dikerjsksn secara efisien.

Kecederungsn meningkstnya tsnah-tsnah pertanian
vang terkonsentrasi pada golongan tertentu pada bahasan
sebelumnya didukung puls oleh dats pada tsbel 12Z.
Helalui tabel tersebut dapat diketahui di dataran tinggi
Pasemah terdspat 64,4 % tsnsh-tansh yang dilibatkan
dalam perjanjian bagi hasil ternyata berstatus absentee.

Menurut PP HNo. 224 Tahunn 1961 Pegsawal HNegeri
dikecuslikan dari ketentuan mengenai larangan untuk
memiliki tsnsh pertanisn secars guntai (absentee).
Henurut PP no. 4 Tahun 1877 pensiunan Pegawal HNegeri,
jsnda pegawsil negeri jugs dikecualiksn untuk memiliki
2/5 dari maksimum pemilikan tanah sesuai tingkat kepa-
dstan penduduk daerah vang bersangkutsn.

Daratan tinggi Pasemah yang térmasuk dalam wilayah
Daersh Tingkst II Kegbupaten Lahsat bila mengacu pada
lampirasn keputusan Menteri Agraria no. sk.8973/ka/60 maka
seorang pegawal negeri atsu pensiunan pegawal negeri

dapat memiliki tanah 2/5 x 15 = B8 hektar untuk sawah
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atau 2/5 x 20 = 8 hektar untuk tanah kering. Akan tetapi
bila mengacu kepada dats Ksbupaten Lahst Dalam Angksa
87,3 jJiwa/km persegi, maka luas tanah yang bisa dimiliki
oleh pegswsi negeri dan pensiunan ssst ini turun menjsadi
2/5 x 8 = 3, 2 hektar untuk tanah sawah atau 2/5 x 10 =
4 hektar untuk tansh kering.

Ketentuan ini bilas kits hubungkan dengan luas
tanah pertanian yang ada di dataran tinggi Pasemah
seluas 57.202,5 hektsar msks tanah-tsnah tersebut cukup
dikuasai =antara 7.150 - 9.533 oleh PNS/pensiunan saja.
Bils kits bsndingksn dengan kepals rumah tangga di
daerah inl1 vyang berjumlah 42.567 maka keluarga yang
tidak kebsgisn lahan sksn berjumlah antarsa 33.045 -
35.417 keluarga. Bila rata-rata satu keluarga berjumlah
5 (lims} orsng masks jumlash Jiws vang tidak akan sempat
memiliki lahan sendiri yaitu antara 165.225 - 177.085
Jiwa.

Dihubungksn dengsn identitas responden pada pene-
litian ini ternyata PNS/ABRI dan pensiunan vang memiliki
tanah di dsersh ini berjumlah 45 %, berarti masih sada
55 2 lagi pemilik yvang mempunyail peluang untuk memiliki
tansh secsrs sbsentee tanps mendapa£ pengecuslian seba-
gaimana diatur oleh PP No. 224 Tahun 1961 dan PP No. 4
Tahun 1977,

Berda=zarkan hal di stas dspat diketshui bshwa,

masyarakat yvang tidak kebagian lahan akan semakin banyak
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bila masing-masing pemilik modal memaksimalkan luas
pemiliksesn tsnah yang diizinkan oleh UU No. 56/Prp/1960.
Bila hal ini terjadi maka lahan-lahan di dataran tinggi
Pasemah hesnys cukup untuk antsra Z2.860 - 3.813 orang.
Dengan demikian masyarakat yang tidak akan kebagian
lahan ysitu antars 38.754 - 39.707 keluarga atau santars
1893.770 jiwa (80,4%Z) - 188.535 jiwa (82,8%) dari jumlah
penduduk 239.674 jiwa.

Sebagsimans terungksp deslam wawancara (tabel 20
dan 21), besarnya bagian hasil tanah sawah maupun tana-
man kerss ssngsat ditentuksn sntsrs lain oleh kondisi
lahan, letak lahan dan lingkungan lahan. Dalam hal ini,
letak (domisili) pemilik fidak dipertimbangksan dalam
menentukan besarnys bagian hasil tanah. Dengan katsa
lsin, bils kondisi lshan, letak dan lingkungan lshannys

sama maka bagian hasil tanah antara pemilik tanah

absentee dsn non absentee bessarnys skan sawms. Tanazah
absentee 1ini bila dikaitkan dengan kondisi/status
pemilik tansh, mseks dapst dikataksn bahwa umumnys

pemilik-pemilik tanah itu adalah golongan mapan di kota.

Menurut hemst penulis, sudah sasatnya letak/
domisili pemilik tanah dijadikan puia sebagal salah satu
faktor vang menentuksan bessrnys bagisn hasil tanah.
Misalnya dengan memberikan hak 1/3, 1/4, 1/5 atau 1/6
>bagian sajs dsri hazil tansh. Tujuan menetapkan imbangsn

bagian hasil tanah vyvang kecil untuk pemilik tanah,
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diharapkan akan mengurangi minat pemilik-pemilik modal

untuk memiliki/menguassi tanah secara asbsentee.

Namun demikian, ditinjau dari subyek hak atas
tansh sbsentee nampaknys terjadi pergeseran. Dulu
kelompok masyarakat pemilik modal membeli tanah

motivasinya untuk memperbessr modal (menambah keksaysan).
Pada awal-awal orde baru mayoritas penduduk/keluarga
Indonesia ssngat tergsntung psada tanah. Hal ini dikare-
nakan sumber penghasilan penduduk/keluarga dari sektor
lain belum begitu banysk. Saat ini kelompok pembeli
tanah umumnya adalah anggots masyarakat vyang hidupnya
mapan di kots dan motivasinys buksn untuk memperbessar
modal tapi ada tujuan lain yang tidak bersifat komersil
(non provit oriented). Kelompok mapan 1ini hidupnya
tidak tergantung pada ﬁanah tetapi sudah ada sumber
penghssilen pada sektor 1lsin ysng Jjauh lebih bsik.
Dengan demikian membeli tanah motivasinya bukan untuk
lebih memperksys diri tetapi cenderung antasra lain untuk
identitas vdiri, sarsna untuk mengingat kampung, sarana
rekressi, untuk membantu kelusrga yang tidak mempunyai
lahan dan tujuan-tujuan sosial lain sebagainya.
Berdasarkan hasil pembahasan aari rangkuman datsa,
maka dapat direkapitulasi beberapa indikasi adanya
kendala mencegah &arus beralihnya hsk-hak atss  tansh
‘kepada pemilik tanah absentee. Seringkali terjadi

seorang petsani sangst membutuhkan uvang baik untuk mem-
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biayai anak yang sedang sekolah, mencari pekerjaan,
berobat karens ada anggots kelusrga vyvang sakit atau
mencari modal usaha. Harta satu-satunyas yang bisa dijual
hanys sswsh stsu kebun. Sawsh atau kebun ini bila dijual
kepada penduduk setempat biasanya menghadapi masalah
yaitu:

. Kemsmpusn days beli vyang rendsah, kelsupun harus
dijual dengan penduduk setempat maka hasil Jjualnya
hanys cukup untuk sebsgisn keperlusn ssja.

bh. Bekas pemilik tanah biasanya tidak akan bisa lagi
mendspstken hasil tanesh karens pembeli biasanys
langsung menggarap sendiri tanah yvang dibelinya atau
nemindshkannyas dengasn pengsrap lain.

¢. Kalaupun diperkenankan menggarap tanah maks pemilik
tsnah yvsng baru cenderung sangst memperhsatikan besar
kecilnya hasil tanah, karena motivasinya membeli
tanah umumnya untuk menambsh penghasilan.

d. Kecenderungan pemilik tanah seperti ini mengakibatkan
penggarsp merass terlalu dikendslikan.

Sebaliknys bila berhadapan dengan pembeli absentee
umumnys bekss pemilik tanah cenderung skan:

a. Menemukan pembelil yang sanggup mémbayar dengan harga
tinggi.

b. Hasil dari menjusl tansh dapst dimanfsatksn untuk
berbagail keperluan misslnya untuk modal usaha sekali-

gus untuk membisysi anak sekolah dan lsin sebagsinys.
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c. Bekas pemilik tanah umumnya imasih diperkenankan
menggarsp tsnah, karensa pemilik vang baru tidak
mungkin menggarapnya sendiri.

d. Pemilik tanah yang bsru (absentee) umumnys tidsk
terlalu memperhatikan (memperhitungkan) besar-kecil-
nys hssil tansah.

e. Pembsgian hasil tanah walsupun sebelumnys sudah
ditetapkan, tetapi biassnya masih mendapatkan bagian
vang lebih bessar.

Dari kecenderungan tersebut di stas, maka nampak
ada dua kutub vyvang bertolak belakang. Disatu pihak
persturan perundang-undangan melarsng pemiliksn tanah
secars absentee, tetapi dilain pihak tindakan mengalih-
ke hsesk stss tanah kepads pemilik sbsentee memberikan
alternatif kepada petani untuk meningkatkan taraf hidup
(penghasilan) bukasn hanya dari hasil tanah saja. Untuk
selanjutnya skan membawa perubshan bagi anak keturunan-
nys. Dengan kata lsin tidak selamanya petani harus
melahirksn keturunan yang petani pula tetapi dapat pula
melahiirksn keturunan ysng berprofesi lain misslnya
pedagang, pengusaha, pegawai negeri, ABRI, atau jabatan-

jabatsan profesional lainnysa.
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5. Perjanjian Bagi Hasil
a. Pelaksansan Perjsnjian Bagi Hasil

Menurut Imsan Sudiyat84) dalam transaksi bagil hasil
terdapat atau melekat dua lembaga tambahan yaitu sromo
den mesi. Khususnys di Jawa Tengsh ads kebilasaan dalam
transaksi bagi hasil didahului oleh sromo atau mesi, di
Bzli disebut dengan "plais” dan di Sulawesi disebut
“"Balango”.

“Sromc ysasitu permohonan disertsl pemberian yang
berupa uvang atau barang vang seringkali sangat
tinggi, sedangksan mesi msksudnys sebagai tands
pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adsalah
milik orsng lasin. Oleh karegg itu sromo menambah
beban bagi pihak penggarap”. 2)

Dengsn adanys bebsn bagi penggsrap maks Sromoc di
dalam Pasal 8 Undang-undang Wo. 2 Tahun 1980 secars
tegas dilasrsang.

1% Pembsyaren usng atsu pemberisn bends spapun
juga kepada pemilik vang dimaksudkan untuk
memperoleh hhak mengusahskan tanah pemilik
dengan perjanjian bagi hasil, dilarang.

2) Pelsnggarasn terhsdap lsrsngan tersebut pada
ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uvang vyang
dibaysrksan atau hargas benda yesng diberikan itu
dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil
ranah termsksud dalam Psssl 7.

3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan
penggsrsp, kepada penggarap atsupun pemilik
dalam bentuk apapun Juga yang mempunyai unsur-
unsur ijon, dilsrang.

4% Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam
pasal 15, maska apa veng dibsysrkan tersebut

64) Iman Sudiyat, Qp. Cit, hal 38

85y Liliek Istiqomsh, 1982, Hak Gadai Atas Tansh Sesudah
Rexrlshunys Hubkum Agrsria Nessional, Usaha Nasional, Jsharta, hal 38.
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pada sayat 3 itu tidak dapat dituntut kemhali
dalam bentuk apapurn.

Hampir semua pemilik tanah (82,5 %) tidak meng-
alamli kesulitan mencari penggarap (tahel 15%, begitu
pula penggarap (87,5 %) merassa tidak sulit mencari lahan
untuk digarsp dalsm perjanjian bagl hasil (tabel 167},
Dari wawsncara terungkap, tidak sulitnya pemilik men-
carl penggarsp sntara lein ksrena masih banvaknya &atau
makin bertambahnya petani vang tidak mempunyal lahan.
Di samping 1tu sistem bagi hasil lebih menguntungkan
kedua belah pihak sehinggs pemilik dan penggarap 1lebih
banyak vang memilih sistem ini. Penggasrasp vmumnya tidak
sulit mencaril lahan garapan antara lain karena banyaknya
pemilik tasnsh ysng berads atau kerja di kota, pekerjsan
tetap pemilik tanah bukan petani, pemilik sudah tua
(uzur); bahkan ads yang disebsbkan pemiliknys tidak
pandai menggarap tanah atau malas mengerjakannya.

Sromo stau mesi dalam transaksi bagi hasil di
dataran tinggi Pasemah tidak dikenal sama sekali. Pembe-
rien uang atau bends memang sds yang dilakukan tetapi
tidak dimsksudkan sebagaimana sromo di Jawa. Dalam
prskteknys pemberisn itu biasa dilakukan aoleh pemilik
kepada penggarap sebagal salah satu bentuk bantuan atau
kepedulian pemilik kepada penggarap.

Pemilik vang wmerasa kadang-kadang sulit, pada
desarnya buksn karena faktor kurang tersedisnyas orang

vang ingin menggarap melainkan karena letak tanahnya
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jauh dari tempatA tinggal atau karens merasa sulit
mencari pendgarap yang benar-benar dapat dipercaya.
Sebaliknya penggarap vang merasa kadang-kadang merassa
sulit mencari lahan lebih ditentukan oleh faktor
kepercayaan dari pihsak pemilik terhsdap penggarap.
Hamun demikisn ads pula penggsrap vyang kadang-ksdang
mengalami tidak menemukan lahan yang dekat dengan tempat
tinggalnya. Dslam situasi seperti ini maka penggarap
harus rela untuk mencari atau pindah ke desa yang
mungkin sgsk jsuh desri tempat tinggalnya.

Dari kenyatasn-kenyataan yang diungkapkan di1 atas,
berarti semakin jelss bshwa di deserah ini ads indikasi
akan terjadinya ketidak-seimbangan jumlah lahsn dengan
jumlah penggarap. Indikssi ini tentunys didorong puls
oleh pertambahan jumlah penduduk baik karena bertambah-
nya penduduk pendatang masupun karena kelazhiran.

Menurut Scheltema®®’ dalsm hal bagi hasil tidak
ada “"harga”, dan pads bagi hasil tidak ada pembayaran,
melainksn 4pembagian, sedang bsanyasknya produk 1lsdang
tidak ditentukan lebih dahulu, melainkan tergantung dari
keberhasilsn usahs.

Menurut Passl 7 UU Ho. 2 %ahun 1960 besarnya
bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan

pemilik untuk tisp-tiap Dserah Swatantra Tingkat 11

86) Scheltema, 1985, Bsgi Hasil di Hindis Relands, terjemshan
Marwan, Yayasan Obor, Jakarts, hal 203.
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ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat
11 yasng bersangkutan dengan memperhstikan jenis tanaman,
keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan
sebelum dibagi dasn faktor-faktor ekonomis serta keten-
tuan-ketentuan adat setempat.

Walsupun Passl 7 ini tidak menetapkan sesuatu
imbangsn, namun dalam penjelasannya memberikan acuan
sebagail pedomsn antars basgian pemilik dan penggsrap
yaitu:

untuk psdi yang ditanam di sawahh 1 : 1 artinyva bagian

Q

pemilik dan penggarap masing-masing 50 %.

b. untuk tsnsman palswija di sawsah dan untuk tanamsn di
tanah kering 2 : 1, artinya bagian pemilik 1/3 dan
penggarsp 2/3.

dengan ketentusn, bahwa jika telsh dicapszi imbangsn yang

lebih menguntungksn pihask penggarap, misalnya 3/5 dan

pemilik 2/5, imbangan terakhir inilash yang dipskainys.
Besarnya imbangan bagi hasil di dataran tinggi

Pasemah pada umumnyas (66,2 %) sswsah bsssh dan 82,5 %

tanaman keras dibagi rats yvaitu 1 @ 1 (masing-masing

50 %). Pembsgian hasil dengsn cara ini dilskukan ocleh

para pihak bila yang dibagi adalah.hasil bersih vyaitu

hasil kotor setelah dikurangi bisys untuk bibit, pupuk
dan biaya-biaya lainnya. Berarti biaya-biays yang dike-
luarkan hinggs didaspsastkan hasil bersih itu semusnys

menjadi beban bersama. Namun demikian pembagian hasil
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seperti 1inl1 nampaknya masih harus didukung pulas oleh
kondisi lshan ysng terswat sebelum disdskan perjanjian
dan letak lahan yang dekat dengan jalan raya sehingga
mudsh mengangkut hasil dsn mudsh menjagasnys. Bila ter-
nyata lahannya Jjsuh dengan jalan maka ada beberapa
kemungkinan yang terjsdi yaitu bagian untuk pemilik
diperkecil misalnya 2/3 : 1/3, 3/5 : 2/5 atau pemilik
mensnggung bisys salah sstu komponen. Bils pada saat
diadsakan perjanjian ternyata sawash dalam keadaan tidak
terawat tetapi letaknys dekat dengan jslan raya, bissa-
nya untuk tshun-tahun pertama ditetapkan bagian pengga-
rap lebih besasr dsri bsgisn pemilik sesusl dengan Jenis
kerusakan 1lahan. Bagian penggsrap yang lebih besar ini
bisa untuk sstu ksli panen, dus kali panen atau tigs
kali panen dan untuk selanjutnya imbangan menjadi 1 : 1
kembali. Untuk melihat ada stau tidsknys bagian pengga-
rap vang lebih besar ini dapat kita perhstikan tabel 20
dimans ditemuksn untuk tsnsh sswsh 5 % penggarsp menda-—
pat bsagian 2/3 dan 13,7 % penggarap mendapat bagian
3/5. Untuk tansnam keras (tabel 215 ditemuksn 3,8 %
penggarasp mendapat bagian 2/3 dan 12,5 % penggarap
mendapat bagisn 3/9. -
Bagisn pemilik yang lebih kecil ini tidak hsasnya
terjadi karena faktor letak dan kondisi lahan melainkan
dapat pulas terjadi karena faktor pemilik yang hanya wmau

terima hassil bersih sajs tanpa perlu memperhatikan hal-
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hal kecil 1lainnya. Perjanjian seperti ini bilasanys
dilakuksn oleh subjek bagi hasil yang pemiliknya Jjauh
dari tempsat tanah terletak sehingga tidak memungkinkan
untuk ikut terlibst dalam produksi. Bagian vang diterima
oleh pemilik biasanya bukan lagi berbentuk natura me-
lainkan sudsh dalam bentuk usng yang kemudian dikirimkan
oleh penggarap ke alamat pemilik. Bila pemilik tansah
tidsk terlslu jsuh dalam bagi hasil padi sawahl, bilasanys
pemilik masih minta supaya tidak semua hasil tanah
dijusl. Dengsn demikian daslam perjasnjian seperti ini
pemilik mendapat bagian gsbungan antara natura dan uang.
Mendengarksn secars sekssms cerita dari parsa
penggarap, ternyata pemilik-pemilik tanah vyang berada
cukup Jjsuh dengan letak tanah, umumnys adalah orang-
orang vang dianggap berhasil dan hidup mapan di kota.
Hampir semus pemilik tanah tife ini memberikan kemudaharn
kepada penggarap dengan cara—-caranya sendiri. Kemudahan
tersebut ads yang dengan cars memberi kepercaysan penuh
kepada penggarap dan menerima saja bagian yang dikirim
oleh penggsrsp, ads yang memberikan imbangan yang lebih
besar kepada penggarap dan ada pula dengan cara kedua-
duanys . Keuntungan lain yang didapgtkan oleh penggarap
tanah bila pemiliknya berada di kota antara lain yaitu:
a. Adanva kemunghkinan untuk menitipkan ansk yang sedang
menempuh pendidikan di kota.

b. Kebiasssn pemilik tasnah memberikan psksian, prabat
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ataupun mainan yang sudah dianggap bekas tetapi masih
ssngat bermanfsat bagi penggsrap bahkan untuk ke
pesta penduduk desa sekalipun.

¢. Bila tibs masa menjelang lebaran, psra pemilik tidak
jarang memberikan zaksat, bingkisan maupun hadiah
sebagai tands bersyukur kepads Allah SWT.

d. Terjadi hubungasn sosial yang tidak dapat dinilai
dengsn materi antara pemilik dan penggsrap.

Selanjutnya ketika dikonfirmasikan lebih lanjut,
bila harus memilih, umumnys penggarsp lebih memilih
tanah garapan yvang pemiliknya berada jauh di kota dengan
alasan:

s. Pemilik vysng berasda di kots hsmpir semusnys bukan
petani dan hidupnya mapan sehingga tidak terlalu
memperhitungksn bessr kecilnys hasil tansh, tidak
usil dan umumnys percaya saja kepada laporan pengga-
rap.

b. Pemilik setempst umumya sangat tergantung pads besar-
nya hasil tanah walsupun ada pekerjaan lain. Sehingga
mereks terkessn usil dan terlslu mengendsliksn.

. Pemilik tanah setempat sdaskslanya, bahkan sering kali
membebani dengsan tugas lain yang'tidak ada hubungan-
nya dengan hasil tanah. Misalnys membantu persiapan
kenduri/pests yang Lkadang-kadang memakan waktu 3 - 4
hari, membantu perbaikan rumah atau pagar rumah dan

lain sebagainys.
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Dengan kenyatsan-kenyataan ini, nampaknya terdapat
perbedsan dengan hasil-hasil penelitian yvang telsh ads.
Dari temuan 1ini, penulis berpendapat pada dasarnya
pemilikasn tansh sabsentee khususnya yang sudah hidup
mapan di kota tidak selalu berdampsk negatif bsgi petani
penggarsp, bahkan cenderung lebih wmenguntungksn bilsa
dibandingkan dengan menggarap tanah milik penduduk
setempat.

Namun demikisn untuk lebih meyskinkan asumsi atau
pendapat 1ni nampaknya masih perlu ditindak-lanjuti oleh
peneliftian yang lebih khusus lsgi, misalnya penelitian
tentang motivasi kelusrga mapan memiliki tanah pertanian
di pedessan stau di kampung hslaman dan lain sebagasinys.

Sebaliknyas adapula subjek bagi hasil yang melaksa-
nakan perisnjian bsgi hassil Justru pemiliknya yang
mendapatkan bagian yang lebih hesar, sebagaimana dapat
dilihat pads tabel 20 untuk sawah 1,3 % pemilik mendapat
bagian 2/3 dan 3,8 % pemilik mendapatkan 3/5. Pada tabel
21 untuk tsnaman keras 3,8 % pemilik mendapat bagian 2/3
dan 10 % pemilik mendapat hagian 3/5.

Pembsgian hasil tanah seperti ini biass dilskukan
karena adanya kewajiban—kewajibaﬁ lain yang harus
menjadi bebsan pemilik tansh missalnya harus menyediakan
sendiri pupuk, pestisida, alat bajak (traktor) dan
lain-lsin, sehinggs prasktis penggarap hanya menyediakan

tenaga tanpa harus menanggung biaya bersams-sama pemi-
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lik. Pada sistem ini menurut penulis, keuntungannya
bagi penggarsp yaitu tidak mempunysi risiko bila panen
gagal tetapi kelemahannya bila panen berhasil maka
penggersp skan mendapat bagisn yang sedikit.

Pada tanaman keras, disamping ada kewajiban-
kewajibsn ekstrs vang menjadi beban pemilik, penggarap
biasanya diperbolehkan memiliki hasil panen kecil dan
veng diperhitungksn dalam pembsgisn hasil hanyalsh panen
rayanya saja. Pada tanaman padi sawah, biasanya tidak
lama sesudah mensnam padi, dipinggir-pinggir sawah
penggarsp menanam pula sayur-masyur atsu  buah-buahan.
Hasil sayur stau bush-bushan (usia muds) ini sepenuhnys
hak penggarap.

Berdssarkan fskta-fakta di atas, imbangan bagi
hasil tanah di daerah ini dapat dinyatakan cukup berva-
rissi. Namun demikian, belum ditemukan cara-csrs yang
mengandung unsur-unsur pemerasan seperti yang biass
dikennal dengan istilah “exploitation del homme par
1 "homme” . Justru dengan adanya anekaragam imbsngan ini
hak-hak dsn kewsjiban penggarasp tidak disamaratakan.
Dalam hal ini prenggarap mendapat hak sesual dengan apa
vang dikerjaskan. Kalaupun terdapat.imbangan vang lebih
kecil biasanya imbangan itu hanya bersifat sementara.
Disamping itu terjadinya imbangan yang lebih kecil untuk
penggarap sebenarnya hanyslah untuk mempermudah kelan-

caran produksi pertanisnnys saja bukan karena pihak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40093.pdf
pengarap merasa ditekan dan/atau dipaksa oleh pihak
pemilik tanah.

Apa veng terjadi di dsersh ini pada prinsipnysa
merupakan perkembangan dari kebiasaan yang membagi rata
hasil tasnah 1 : 1 tanps mempertimbangksn letak, kondisi
lahan, kondisi pemilik dan kondisi penggarap. Pelaksa-
nasn perjanjian bagi hasil di daersh ini dapat dikstakan
sedikit unik karena di daerah lain arah perkembangannya
jarang sepertil yvsng dilakukan di sini.

Namun demikian tidak penulis pungkiri bahwa,
situssi seperti inil terjadi karena masih seimbangnvsa
jumlah lahan vyang tersedis dengan Jjumlah penggarap
(petani gurem) vang adsa. Bils suatu ssat jumlsh petani
gurem/tunakisma jauh melebihi jumlah lahan yang tersedis

kan

a

besar kemungkinan hasilnya skan lain. Penggarap
mudah sekall menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh
pemilik dan bils sudah seperti ini akan mudsh pula
terjadi pemerasan-pemerasan oleh pemilik (pihak vyang
ekonominys kust) kepsds penggarap (pihak yang ekonominysa
lemah). Proses terjadinya pemerasan ini aksan lebih cepat
terjadi karens di dserah ini kenyatsannys sudah 51,3 %
subjek bagi hasil tidak terdapsat h&bungan keluarga dan
32,5 % kelusrgs jsuh (tabel 36).

Untuk mengantisipasi bertambahnys penggsrap tanah
vang tidsk sebsnding dengan luss lahan di masa-masa yang

akan datang, peran aktif berbagai pihak Jjelas sekali
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sangat dibutuhkan. Peran tersebut antsra lain:

a. Dipastikannys penggarap mengikuti dan melsksanakan
program EKeluarga Berencana sehingga Jjumlah anak
mereks tidsk sksn lebih dari dus.

b. Pengarap harus diberi motivasi agar anak keturunannya
tidsk mewsrisi pekerjaan orang tus mereksa, antara
lain mencarikan jalan agar bisa mendapatkan pendidi-
kan vang setinggi-tingginys atsau sekurang-kurangnya
mempunyai keahlian di bidang lain.

Pemilik-pemilik tansh absentee dihimbau agar mau

0

menjsdikan anak-anak penggsrap tsnah sebagai anak
asuh.

d. Pemilik tanah hendasknys tidsk hanys menghsrapkan
hasil tanah tetapi juga punya kesadarsan dan kewajiban
untuk meningkatkan tarsf hidup penggarap tansh.

Perkembangan imbangan bagl hasil di dserah 1ini
adelsh sslah satu bukti bshws pelak=anaan perjanjian
bagi hasil mengikuti perkembangan kebutuhan dalam masya-
rakat, buksn mengikuti imbsangan ysng ditentuksn oleh

Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Lahat. Sebab pada

kegistan penelusursan dokumen di sekretariat Pemds

Tingkat II Lahat dan Kantor Pertanéhan Kebupaten Lahat

sertas wawsncars dengan pejsbat terkait ternyata tidask

ditemukan surat keputusan tentang imbangan bagi hasil
tanah yvsng diperintshksn oleh YUndang-undsng Ho. 2 Tahun

1980 dan Inpres Ro. 13 Tahun 1980,
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Berdasarkan pembahasan di stas, menurut hemat
penulis ads hsiknyva pembagian hasil seperti  ini lebih
dikembangkan kepada imbangan pembagian hasil yang 1lebih
menguntungkan penggarap dsn dikuatkan dalam bentuk surst
keputusan vyang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
Tingkst 11 sebsgaimana diperintahkan oleh UU Ro. 2 Tahun

1960.

b. Pihak yang menentukan besarnya imbangan

Masih berkaitan erat dengan prinsip "“janji nunggu
kate betaruh” nampaknya pada sistem perjanjian yang
dilakuksan oleh masyarakat Pasemah, kesepakatan merupakan
hal vang terpenting dan sangat tergantung kepads
kesatuan kehendak kedua bhelah pihak. Dengan demikian
dapatlsh dikatakan baik pemilik maupun penggarap kedu-
dukannya adalah sama, duduk sama rendah dan berdiri sama
tinggi. Dslam hal kedudukan ini berarti ada kesamsannyva
dengan teseng di Sulawesi Selatan. Dilaporkan oleh

87) bahwa teseng tidak mengensl istilah wmajikan

Mustara
dan buruh, sehingga kedudukan hukumnya ssama antara
pemilik dsn penggarap.

Kedudukan yang sama dan sangst berperannya kesepa-
katan dalam perjanjian bagi hasil ini didukung pula oleh

data tentsng perlengkapan vang harus disiapkan oleh

pemilik sawah (tabel 22) maupun pemilik tanaman keras

87 Mustara, 1993, Qp. Cit, hal 111.
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(tabel 23). Pada kedua tabel tersebut tercermin adsnys
keanekarsgaman isi perjanjian yang dilakukan oleh para
pihak. Dengan kata lain hak-hak dan kewajiban dari
mesing-masing pihak dslam perjanjian tidaklah selslu
sama. Ada sementara perjanjian dimana pemilik dan peng-
garasp tanash menyediskan bibit, pupuk, pestisids secara
bersama-sama, ada perjanjiannya yang hanya pemilik vang
menyediskan atasu hanya penggarap sajs dan ada puls yang
berganti-ganti tergantung hasil kesepakatan pada saat
melskukan perjsnjisn.

Konsekuensi deri hersnekaragam hak dan kewajiban
ini mengskibatkan heranekaragam pula besarnya imbangan.
Yaitu semaskin besar kewsjiban yang dipikul oleh suatua
pihak maksa akainn semskin besar pula imbangan vang akan
diterimsnya, semakin seimbangnys kewajiban masing-mesing
pihak maka akan semakin ssama besar imbangan yang diteri-
ma oleh masing-masing pihak.

Menurut hemst penulis, perjanjian seperti ini
adalsh perjanjian yang berkembang mengikuti perkembangan
masyvarskst sebhsb berdasarkan sejarah timbulnyas perjanji-
ann bagi hasil di dataran tinggi Pasemah pada mulanya
perjanjian bagi hasil ini menggunakén sistem 1 : 1 tanpa
memperhatikan letak dan kondisi lshan, kondisi pemilik

maupun kondisi penggsrap tanah.
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c. Penentuan jangka waktu

“Dalam Hukum Adat selalu akan diperhitungkan lama-
nya waktu setelah dipertimbangkan menurut kepatu-
tan, dan tidak diperhitungkan jumlah tahun vang
pasti walsupun tidak mustahil bahwa dikslangan
masyarakatnya makin Ggﬁnyak menghitung dengan
kelender atau almansak.

Pada bahasan terdahulu dinyatakan bsahwa, pemilik
dan penggarap mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi
berdasarkasn tabel 24 ternyata 91,3 % perjanjian Jangksa
waktunya tidak ditentukan. Hal ini berarti perjanjian
bagi hasil vang dilskukan di daersh 1ini mempunvai
kekurangan. Kekurangannys vaitu tertetak pada lemahnya
kekustan mengikat masing-masing pihak untuk bisa mem-
pertahankan berlangsungnya perjanjian. Derigan tidak
ditentukannya Jjangka waktu perjanjian berarti bila
terjadi ketidak-cocokan, maka salah satu pihak bisa sajs
memutuskan perjanjian pada saat selesai panen pertamsa,
kedua, pada saat menjelang panen dan lain sebagainya.
Bila terjadi putusnys perjanjian seperti ini sudah tentu
penggaraplah vang dirugikan. Walaupun pada kenyataannya
sangat Jsrang terjadi putusnya perJanjian dalam jangka
waktu yang singkat, tetapi demi kepastian hukum, jangka
waktu ini tetap perlu dicantumkan dslam setiap perjanji-

an bagi hasil.

Menurut Paszl 14 UUBH jangks waktu perjanjisn bagi

68) John Salindeho, 1988, Hasalah Tanah Dalam Pembangunazn,
Sinar Grafika, Jaksrta, hal. 234-235.
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hasil tidak boleh kurang 3 tahun untuk sawah dan S tahun
untuk tansh kering dengan catatan bisa kurang dari
jangka waktu minimal bila ada izin dari camat.
Berdasarkasn pernigalaman para responden, walaupun
jangka waktu perjanjian tidak ditentukan tetapi hampir
semuanys melsksasnakan perjanjisn dengan orang vang sams
tanpa pernah berganti pasangan. Kalaupun ada yang pernah
mengalsmi beraskhirnya (putusnys) perjanjian (tabel 28)
vaitu sebanyak 33,8 % jangka waktu perjanjian padsa
umumnyas di atas & tahun dan berskhirnys perjsnjian
karena keadaasnnya sudah sangat memaksa, misalnya karens
penggarap berulang kasli tidak jujur dalam membagi hasil
tanah (5 %), penggarap terlalu banyak menggarap lahan
sehingga lshan tidak biss dipelihars dengan baik (5 %3,
penggarap punya pekerjaan lzin (3,7%), penggarap punyvsa

h

Q

gsrapan lasin baik milik sendiri (3,7 %) maupun tan
orang lsin (3,7 %), dan agaknya yvang tidak bisa diper-
tanggung-jawabkan yaitu adanya pemilik tanpa alasan yang
jelas mencari penggarap lain untuk menggantikan pengga-
rap lama.

Dalsm kassus vyang terakhir 1ini Jjelas penggarap
masih merupskan pihak yvang lemah dgn dengan sendirinya
tidak bisa menuntut agar bisa mempertshankan lahan vyvang
sedang digarapnya, kecusali menuntut memetik hasil penen

terakhir gsraspannya.
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d. Pihak yang menyediakan modal

Penvedisan modal awal menggarsp tanah pada dasar-
nya merupakan kewajiban bersama kecuali hasil kesepa-
katan menentuksn lain. Penyediasan modal awal oleh salah
satu pihak tidak berarti pihak lainnya tidak dibebani
tanggung Jjswab untuk menanggung modal tersebut.

Hasil penelitian (tabel 25) menunjukan bahwa,
sebanyak 73,8 % modal awal disediaskan oleh pemilik, hal
ini lebih besar disebabkan oleh kondisi ekonomi pemilik
tanah yvsng umumnysa relatif lebih baik dari pada pengga-
rap tanah. Modal awal yang disiapkan secara bersama-sama
(7,5 #%) biasanya dilskukan oleh pemilik dan penggdarap
vang sudah sama-sama punya persiapan untuk membiavai
penggarspan lshan sedangksn modal awal vang disiapkan
cleh penggarap (3,7 %) vaitu dikarenakan tempat tinggal
pemilik tansh sudah lumayasn jsuh dengan letaknya tanah
sehingga bila harus mengandalkan kesediaan pemilik tanah
maka tanash sksn sering terlambat digarap sesuai waktu
vang tepat.

Rerhubungan dengsn wujud pembagian hasil pada
tabel 28, bila modal awal disiapkan oleh penggarap atau
sekurasng-kurangnys dikelola oleh penggarap dan pemilik
tanah berada jauh dengan letak tanah, maska hampir dapat
dipastiksn wujud pembsgian hasil yasng diterima oleh
pemilik akan berbentuk hasil bersih yang sudah diuang-

karn. Selanjutnys berhubungan dendan risiko gagal panen
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pada tabel 27, ternyata ada sementara pemilik tansah
(6,3 %) vyvang tidak membebani penggarap dengan risikao
bila ternyata garapsan yang sedang dilakukan terkens
wabah atau terkena bencana slam yaitu dengan cars

menanggung sendiri biaya-biaya yvang sudah dikeluarkan.

e. Berakhirnya perjanjian bagi hasil

Dari sejumlah subjek bagi hasil yang termonitor
olelh penelitian ini (tabel 28), ternyata 66,2 % di
antaranya belum pernah mengalami putus/berakhirnya
perjanjisn bagi hasil dan yang pernsh mengalami hanya
33,8 % sajas. Alasan berakhirnya perjanjian ini pada
dasarnys sangst bervsasriasi tetspi agsr lebih praktis
penulis mengemlompokkannya dalam beberapa alasan saja
vaitu vyang bersumber dasri penggsesrap dan yang bersumber
dari pemilik tanah.

Berdazarkan kedua sumber aslasan tersebut ternyata
prestasi penggarap merupakan faktor yvang paling menentu-
kan berlsngsung atau tidaknya suatu perjanjian bsgi
hasil. Bila prestasi penggarap dianggap tidak memenuhi
keinginan pemilik tanah maka pemilik tanah bisa saja
memutuskan perjanjian dan mencari penggarap lain begitu
pula sebaliknya bila ternyata penggarap merass prestasi-
nya tidak dihargai maka penggarap bisa meninggalkan
lahan yang sedang digarapnya itu dan mencsasri lahan

garapan vang lain.
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f. Perselisihan pembagian hasil tanah

Menurut M. Koesnosg),

“di dslam masysrakat adat, musyawarah mengandung
pengertian vyang 1isinya primair sebagsai suatu
tindakan seseorang bersams orang lain untuk

menyusun suatu pendapat yang bulat atas sesuatu

permasalshan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat

vyang bersangkutan’.

Berdasarkan hasil penelitian (tabel 30), subjek
bagi hasil yang pernah mengalami perselisihan hanya
sebanyak 20 %. Selanjutnya penyelesaian perselisihan
pada tabel 31 bila diklasifikasikan maka ada 2 Jjenis
penyelessian yaitu:

1. berakhirnys/putusnya perjanjian bagi hasil dengan
cara:
g. pemilik mengambil inisiatif untuk mencsri pengga-
rap lain (8,7 %)

b. penggarap dengan sengaja meninggalkan lahan (2,5%)

V]

memperbaiki isi perjanjian dengan cara:
&. penggarap memenuhi tﬁntutan pemilik tanmah (2,5 %)
b. hak dan kewajiban masing-masing pihak dipertegas
(6,3 %).
Bils diperhatikan lebih seksama memang frekuensi
vang tidak mengalasmi perselisihan perjanjian bagi hasil
di datarsn tinggi Pasemah persentasenya jauh lebih besar

dibandingkan dengan yang mengalami perselisihan. Akan

B89) Moh. Koesno, 1991, Hukum Adat Sebagai Suatu Hodel Hukum,
Mandar Msju, Bandung, hal. 45
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tetapi bila diperhatikan cara penyelesaian (musyawarah)
vang dilskuksn oleh para pihak, penulis berpendapst
bahwa penggarap masih merupakan pihak yang lemah. Dalam
hal ini1 penggesrap tidak mempunysi kekustan mempertahan-
kan haknya untuk terus menggsarap tansah. Ditinjasu dari
sumbernya, perselisihan  timbul karena 1isi perjsnjian
vang tidak selalu jelas dan tidak selalu tepat diingat

oleh pars pihak serta hal-hal yang kecil sering tidak

terlalu diperhatikan sehingga menimbulkan perbedaan
pendspst .
Menurut hemat penulis, walaupun pads awalnya

pelakssnaan perjanjian dalam menentukan isi perjanjian,
penilik dsn penggarap mempunyal kedudukan yang Sama
akan tetapi pada saat terjadil perselisihan tetap saja
penggarap merupakan pihak yasng lemah. Oleh ksarena itu
jalan yvang terbaik untuk kepastian hukum suatu perjanji-
an bagi hasil dan upays untuk melindungi pihak vang
lemah (penggarap) maka bentuk tertulis merupakan susatu
kehsrusan vyang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan

perkembsasngan perjanjlan bagl hasil itu sendiri.
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6. Faktor-faktor yang Menunjang dan/atau Menghamnbat

Pelaksanaan Undang-undang NRo. 2 Tahun 18860.

a. Bentuk/sistem Perjanjian Bagi Hasil

Faktor-faktor vang menunjsng dan/atsu menghambat
pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 19680 tentang bagi
hasil, indikatornya disamping akan ditampilkan pads
bahasan di bawah ini, tetapi pada dasarnya sudsah
disinggung puls pada bshasan-bahasan sebelumnys.

Bila diklasifikssikan maka hanya ada 2 (dua)
berntuk perjanjian bagi hssil yaitu bentuk 1lisan dan
tertulis. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada
penelitian 1ni (tehel 32) ditemukan sebanyak 28,8 %
vang melaksanakan perjanjiian bagi hasil dalam bentuk
tertulis. Sayangnya dari sebanysk itu belum ada vang
sesual dengan ketentuan Undang-undang Ro. 2 Tahun 1860
vaitu dihsdapan Kepala Desa, disyahkan oleh Camat setem-
pat dan 1mbangannya sesuail dengan SK Bupati Kepals
Daerah Tingkst I1 Lahat.

Berdssarkan data tersebut penulis berpendapat
bahwa:

1. Bersnekaragsmnya format perjanjisn ysng ada di daerah
ini wmenunjukkan ketidaktahuan wmasyarakat terhadap
adanys persturan perundsng-undangan yang wmengatur
tentang perjanjian bagi hasil.

Bentuk tertulis vang dilakukan merupskan kesadaran

[\

para pihak karena tuntutan kebutuhan dan perkembangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40093.pdf
dari masyarakat dan bukan karena ingin mematuhi
ketentusasn yang ads.

3. Dengan adanya kesadaran ini berarti wmerupaksan faktor
vang menunjang terlaksananya undang-undang bagi hasil
dan masyarskst tinggal menyesuaikan dengan formst
perjanjian yang berlaku.

Sehsgaimana telah disinggung psds subbsasb hasil
penelitian, setiap keblassan yang berasal dari Hukum
Adst maks kebiassan tersebut umumnys dilskukan secara
lisan. Hukum Adat itu selalu berkembang mengikuti
perkembangen masysrakstnya dan perbuatan hukum yang
dilakukan dalam bentuk lisan sangat dipengaruhi oleh
kemsmpusn dan kebutuhan masysraksat yang menggunakannys.

Dengan demikian bentuk perjanjian bagi hasil
vang dilskukan dalam bentuk lisan berarti erat hubungan-
nya dengan kemampuan baca tulis masysaraksat yang akhirnya
menjadl kebisssan. Perkembangan masysrskat sudah  tentu
diikuti oleh perkembangan kemampuan baca tulis dan
peningkatan kebutuhan. Pads awalnys hampir semus subjek
bagi hasil buta baca tulis, pada ssat itu mau tidak mau
semus perjasnjian bahksn semus perbustan  hukum  harus
dilakukan secara lisan. Berkembanénya kemampusan baca
tulis dari masysrakst tentunya askan mempermudah masyars-
kat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis
vang psads akhirnya bermusrs pada pelaksanzan Undang-

undang NHo. 2 Tahun 1980 tentang Bagi Hasil.
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Perkembangan bhentuk perjanjian bagi hasil dapat
kita lihat desri berbagsl penelitiasn sebagai berikut:

1. Wahyuni Inti Hastuti dalam penelitiannyas di Kecamatan
Slawi Kabupsten Tegal Propinsi Daerah Tingkst 1  Jawsa
Tengsah pada tshun 1988 menemukan 100% perjanjian
dilakuksan dslam bentuk lisan.

2. Tai. S. Mappigau dalam penelitiannya di Kecamatan
Ranyuresmi Kasbupaten Garut Dasersh Tingkat I Propinsi
Jawa Barat pada tahun 1889 juga menemukan 100%
perjesnjian dilakukan dalsm bentuk lisan.

3. A.R. Mustara dalam desertasinya yang berjudul Teseng
di Sulawesi Selstsn dan Kasitannys dengan Pelaksanasan
Undang-undang Bagi Hasil pada tahun 1882 menunjukkan
sudsh &adas yang melskuksnnya daslasm bentuk tertulis
vaitu sebanyak 1,227

4. Analiss Y. dslam tesisnyas yang berjudul Perjanjian
Bagi Hasil Tanah Pertanian di 0Ogan Komering Ilir
Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1985 persentase
vang melakukan perijanjian bsgi hasil dslam bentuk
tertulis cukup pantastis yaitu sebanyak 37%.

Bila diperhatikan secara seksamas slasan responden
dari penelitisn Wshyuni I. H dan Tai. S. Mappigsasu
melakukan perjanjian secara lisan yaitu karena proses
menurut Undang-undsng bagi hasil berbelit-belit, memer-
lukan tambahan biaya dan waktu yang lamas, perjanjian

bersifat sosisl, Kepalas Desa jarang bheradas di  tempst,
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subyek bagi hasil masih ada hubungan kéluarga maka
perniulis berpendapat bahwa alasan tersebut menunjukkan
bahwa tingkat pengetahuan dan kebutuhan subyek bagi
hasil di1 daersh inil belum menghendeski adsnya perjanjian
dalam bentuk tertulis.

Selsin 1tu dari kedua penelitisn ini timbul perts-
nyaan bagl penulis ysitu, bagaimana mungkin subyek bagi
hasil biss menjeswsb dengan slasan proses berbelit-belit,
memer lukan tambahan biaya dan waktu berhari-hari se-
dangkasn mercks sendiri belum pernsh mencoba melakukannys
dalam bentuk tertulis.

Bils diperhatikan contohl formulir Surst Perjanji-
an Bagi Hasil, ternyats para pihak cukup hanya mengisi
data, sesusil 1si perjanjian dan setelsh selessl bsru  di
bawa ke Kepala Desa dengan membaws saksi masing-masing.
Oleh kesrena jsm kerjs Kepasls Dess umumnys tidak ketat
seperti instansi vertiksal di atasnya maka para pihak
bisa sajs datang di lusr jsm kerjs sepulsng kepals desa
dsri kerja. Setelah ditandsatangani dihadapan kepala
dess, maks tugss kepals dess mengantarkannya ke kantor
wilaysh kecamatan untuk mendapatkan pengesahan tanpa

perlu mengikut-sertakan pasra pilhsask.
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b. Keinginan masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang

Bagi Hasil.

Semakin maju dan berkembangnyas suatu masyaraksat
maka cenderung akan semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat tersebut. Merupakan sesuastu yang wajar bils
masyarakat mempunyvai keinginan-keinginan tertentu baru
mau memstuhl sesuatu peraturasn vang belum diketahuinya
termasuk dalam melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil.
Pada dssarnyas hampir semua penduduk (88,7%Z) di dataran
tinggi Pasemah 1ini (tabel 35) bersedia melaksanakan
Undang-undang Bagi Hasil, wslaupun dengsn alasan-alasan
tertentu misalnya persturan itu tidak berbelit-belit,
murash, cepat (7,5%), sebelumnys harus tahu dulu isi
perintahnya (36,3%), mau bila memang diwajibkan dan
isinya tidask terlaslu memberatkan (48,7%). Kalaupun adsa
yvang ekstrim merasa cukup dengan kebiasaan bentuk lisan,
hal itu merupskan cermin keterbatasan pengetahusan
sementara masyarakat (1,3%) yvang belum terbuka kepadsa
perubahan-perubshan yang positif.

Dalam hal ini penulis berpendapat, besarnya per-
sentase subjek basgi hasil yang berkeinginan melaksanakan
Undang-undang Bagi Hasil maka merupakan faktor yang
menunjang terlaksananya UUBH ini. Namun demikian satu
hal vyvang tidak boleh terlupakan yaitu keberhasilan
instansi terkait dalam melsksanakan sosialisasi UYUBH itu

sendiri. Walaupun masyarakatnya 1ingin melaksanakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40093.pdf

150
tetapi bils sosislisasi Undang-undang Bagi Hasil tidak
berjalan mseks tetap ssja masyarakat akan buta terhadsp
UUBH . Butanya masyarakat terhadap UUBH tentunya akan

menghambat terlaksansnys Undang-undang No. 2 Tahun 19860,

c. Hubungan Kekeluargaan antara Pemilik dan Penggarap.

Berdassarkasn beberapa hasil penelitian menunjukkan
bahwa:

1. Hubungan kekeluargasn merupakan faktor vang mengham-
bat terlaksananya UUBH, sebab dengan mematuhi UUBH
menurut mereka akan menimbulkan rasa seolah-olah
saling tidak percaya-mempercayal di antara sesama
kelusrgsa.

2. Adanya kecenderungan sessma anggota keluarga enggan
membuat perjanjian tertulils, sebab bila dilakukan
secara  tertulis maka di samping sifat perjanjian
menjadi kaku tetapi juga dikhawatirkan akan mereng-
gangkan hubungan kekelusargsan (silahturrahim) antara
pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian Inti Wahyuni (dalam
Mustara), adanya hubungan kekeluargaan yang masih kuat
merupaksn hambatan terlaksananya Undang-undang Romor 2
Tahun 1860. Hal ini disebabkan motivasi anggota keluarga
vang ekonominys kuat membagihasilkan tanahnya adalah
untuk membantu anggota keluargs yang ekonominya lemah.

Dengan demikian bils dikaitkan dengan temuan

(tabel 38) di dataran tinggi Pasemah bahwa, 51,3% subjek
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bagi hsasil tidak ada hubungan kekeluargaan dan 32,5
merupsksn keluarga Jjsuh maka faktor ini dapat pulsa
diklasifikasikan sebagai faktor yang menghambat terlak-
sananys Undang-undesng Bagi Hasil.

Namun demikian. Menurut hemat penulis, faktor
“subjek bagi hasil” inl sifatnys relatif, bisa mengusat
dan bisa pula melemah. Artinya, bila mana persentsse
hubungan kekelusrgssn ini menjadi kecill maka cenderung
semakin mudah terlaksananya UUBH atau semakin banyak
masvaraskat skan mematuhi UUBH. Begitu juga sebaliknys,
bilamans persentase hubungan kekeluargsan tersebut
menjadil tinggi, maka aksn semaskin sulit terlsksananys
UUBH atau semakin sedikit masyarakst yang skan mematuhi

UJUBH di dstarsn tinggi Pasemah ini.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkasn ursian den hahsasan pads bab-bab
terdahulu maka dapat ditarik beberaps kesimpulan sebagai
berikut:

1. Hak-hak atas tanash pertanisn yvang dilibatkan dalam
perjanjian bagi hasil di dataran tinggi Pasemah
hampir semuanya (93,3%) berstatus tanah adst dan
hanya segelintir (8,7%) vang sudah bersertifikat.
Tansh-tanalh vang bersertifikat tersebut semuanys
berstatus hak milik. Status hak atas tanah tidak
dipertimbangkan dalam menentukan besarnya bagian
hasil tanah.

Pada awalnya mayoritas tansh-tanah adat yang dilibat-
kan dalam perjanjian bagi hasil 1itu pemilikannya
terjadi karena pewarisan, tetapi dari hari ke hari
semakin banyak vang terjadi karena jual beli atau

sebagai jaminan gadail.

aW]

Tansh-tanah pertanian yang dilibatkan dalam perjanji-
ann bagi hasil dulunya terjadi antara pemilik dan
penggarap setempat tetapi ssat ini sudah lebih
dari separuh (84,4%) tanah-tanah pertanian tersebut
berstatus sbsentee. Tanah absentee secara eksplisit

tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya
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bagian hasil tanah.
Dalam perkembangannya tanah absentee vang dibagiha-
silkan Jjustru lebih menguntungkan petani penggarap,
disebsbkan bagisn hasil tsnsh bsgi pengegsrap, walau-
pun sudah ditetapkan pada awal perjanjian faktanysa
para pemilik tanah sbsentee lebih banyak memberikan
keringanan-keringanan bagl penggarap. Keringsnan-
keringsnan tersebut sntsrs lain berupa bsgisn hasil
tanah yang lebih besar, tidak terlalu memperhitungkan
besar-kecilnya hssil yang diberikan oleh penggsarsp,
memberikan bantuan-bantuan tertentu termasuk vyang
tidask ada hubungannys dengan tanah garapan dan
kesediaan menampung anak-anak penggarap yang sedang

sekolal atsu mencari kerjs di kota.

W

Di dataran tinggi Pasemah ini belum ditemukan subyek

oy
oy
=
ol
+
Q
oA
lus
Q

anah yang telsh memiliki/menguasai tanah
melampaul batas maksimum pemilikan disebabkan:
a. luss wilsyshnys yvang sangat terbatss, sehinggsa
sulit untuk mendapstkannya.
b, hargas tansh yasng cukup tinggi dibanding dengan

daerah-daerah lain.

o

walsupun luas wilayashnya tergatas tetapi kenaikan
hargs tanah sangat rendah bahkan adakalanya dalam
beberapa tahun tidak ads kensikan hargs sama
sekali sehinggs tidak menarik untuk dijadikan

alat/sarana menanamkan modal/spekulasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Ironisnya dengan kondisi seperti sekarang

40093.pdf
Paga

ini saja

petani sudsash banvak vasng tidsk sempat mempunyai lahan

sendiri. Rondisi seperti ini akan semakin

mempriha-

tinkan vailtu bils para pemilik modal banysk vang

memaksimalkan pemilikan tanah sesuai dengan

undang No. 58/Prp/1980. Luas pemilikan tanah

tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam

besarnya bagian hasil tanah.

Undang-

inipun

menentukan

4. al) D1 dataran tinggdi Pasemah sampail saat ini belum

ada vang melaksanakan perjanjian bagi

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH.

©,

begi hasil umumnyas (71,2

hasil

Perjanjian

%#%3 masih dilakukan daslam

bentuk lisan dan kalaupun ads vang dibuat dalam

bentuk tertulis msks sifatnya masih

di bawah

tangan.

52) Objek bhsgi hasil tidak hanys tanaman pangsn
melainkan pula berobjek tanaman keras

83) Prinsip perjanjian masyarskat di daerah ini

dikenal dengan istilah Janji nunggu kate betaruh”™

a

a4) Belum terdapst indikasi adanysa unsyur-unsur

pemerasan {(exploitation del homme par

dari pihak pemilik kepada penggarap.

4. b. Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan

undang Nomor 2 Tshun 1960 antsrs lain:

1) Kebiasaan 1lisan yang skhirnya menjadi

1 "homme )

Undang-

budavsa,

sangat erat hubungsnnya dengsn kKemampuasn bacsa
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tulis yang ada pada sustu masyarakat. Saast ini
hampir tidsk asds lagi subjek bagi hasil di dsata-
ran tinggi Pasemah yang buts baca tulis.

2) Pengalsman menunjukkan bahwa ada beberapa kasus
perselisihan disebabkan 1isi1 perjanjian sering
tidak Jjelas/lupa, sehingga memotivasi subyek bsgi
hasil untuk melaksanakan perjanjian dalam bentuk

tertulis.

w
~

Sudah banysk subyek bagi hasil vyvang melakukan
perjanjian dalam bentuk tertulis ksrena kesadaran
sendiril.

4% Sussana kantor Kepsls De=za tidsk terlalu formal
sehingga bisa di datangi dengan cara yang tidak
formal puls dan di luar jasm kerja.

Hubungan lalu lintas sudah sangat lancar sehingga

(-
~

tidak sakan menghambst para pihak untuk datang
meluangkan waktu demi kepentinggannya sendiri
walsupun jaraknya cukup jauh.

6y Animo masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang
Bagi Hasil vyang selsma inli belum diketahuinya
sama seksli.

4. ¢. Fasktor-faktor vang menghamb;t relasksanaan Undang-

undang Womor 2 Tahun 1960 antara lain:

1}y Belum memasysrakatnya Undang-undang Basgi Hasil di
dserah ini, bahkan hampir semua subjek bagi hasil

dan Kepsla Desa belum mengetshui adanys Undang-
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2) Masih banvaknya perjanjian dilakukan oleh subjek
bagi hasil yang mempunyai hubungan keluarga
dekst, sedangkan perjanjian dslsm bentuk tertulis
merupakan perbuatan yang dianggap tabu/tidak
terpujli (sda perassasn saling tidak mempercaysi)
bila dilakukan di antara sesama anggots keluargs.

3) Pengsalsman membuktikan bahws, banyak spasrat vang
mematnifaatkan peraturan untuk kepentingan pribadi
sehinggs masyarskat mersss peratursn yang ada itu
sangat sulit dilaksanakan dan ocleh karena 1itu

memberastkan masing-masing pihak.

B. Saran

1. Sehesrusnva tingkst penghasilan, status pemilikan
absentee dan luas pemilikan tanah juga dijadikan
bahan pertimbangan dalsm menentukan besarnya bagian
hasil tanah. Sebagai contoh, pejabat atau direktur
sebush perusshssn Regara, vang berpenghasilan tinggi,
memiliki tanah yang luas (beberapa bidang) dan dalam
status absentee selayaknya bagian hasil tanah untuk
mereka jauh lebih kecil dari penggarap, misalnya
1 : 5, 1 : 8 atau 1 : 7. Bahksan dalam tarsaf peng-
hasilan dan luas pemilikan tertentu, tidak mustahil
diadskan persturan, bahwa pemilik absentee tidak
berhak lagi mendapatkan hasil tanah tertentu yang

dikussainya.
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Batas maksimum pemilikan tanah yang diatur dalam i
No. S6/Prp/1960 jo Pssal 33 - e PP Ho. 4171864 tidsk
sesusal lagi dengan pesatnya perkembangsn terutama
pertumbuohsn  penduduk. Oleh karena itu sudah  ssstnys
batas maksimum pemilikan tanah pertanian baik absen-
tee maupun non-sbsentee diperkecil. Misslnys, untuk
kategori penduduk tidsask padat pada mulanya satu
kelusrgs berhak mengusssi 15 hektar sawah stau 20
hektar tanah kering diperkecil menjsadi 5 hektar untuk

sawsh dan 7 hektar untuk tanah kering.

)

Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat perlu memfokuskan
kegiatan kepada FProna tanah pertanian. Disamping
secara administratif akan mempermudah pemsntauan
bheralihnys hak-hak stas tanash pertaniasn tersebut maska
akan herpengaruh Jjuga kepada PAD karens thampir
dipastikan tansh pertanian di daserah 1ni wmerupskan
objek PBB dan umumnya penghitungan luas tanah perta-
nisn sebsgail objek PBR selama ini masih bersifast
perkiraan.

4. Undang-undang HNowmor 2 Tahun 19680 nampaknys sudash
perlu ditinjau kembali/direvisi agar sesual dengan
kebutuhan dan perkembangan masyaéakat saat inil dan di
masa-mesa yvang akan datang. Bsgian-bagian yang perlu
direvisl tersebut antara lasin pasal-pasal yang ber-
kaitan dengan obyek perjanjian, dan faktor-faktor

vang menjsdi bahan pertimbasngan dalam menentukan
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besarnya bagian hasil tanah.

5. Perlu dilskuksn resosislisssi Undang-undang Bagi
Hasil secara intensif.

6. Perlu diadasksn beberspa penelitian lanjutan, terutamsa
vang berhubungan dengan motivasi penduduk mapan di
perkotasn memiliki tanah pertanian di pedesssn,
Peralihan hak-hak atas tanah pertanian dikasitkan
dengsan  kesejshteraan bekas pemilik tansh dan Studi
banding antara pemilik tanah absentee dan non-
ahsentee dslam hubungannys dengan kesejashtersan

petani penggarap.
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL ™™
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT
Bandar Jaya 7 (0731) 21164

LAHAT

R

SURAT -~ noaPinHAJGAN
do 1 33/SKT/RPK//1996

Yang bertanda tangai. di bawan ini kepala Kantor Pertanahan
L.abupaten Lahat, dengan i1 menerangkan bahwa :

Hama ¢ ocasmenel. o,

dip v 105 0048,

otatus

o

VDAL LSWA

Frog. GStudi ¢ oLamu oaukumn Pascasarjana USU Medan.

Perdasarkan hekomendc:.sl cupati kepala Daerah Tingkat II
Lahat No. 070 / 188 / 505 ¢l / 1986, yang bersangkutan telah
melaksanakan kegliatan pen uipulan data dari tanggal 8 sampai
dengan 11 April 1996 dalaw rangha penulisan tesis ( 52 ) yang
berjuaul :

Status repemilinan ranai dikaitken dengan pelaksanaan -
perjanjian Bagi Hasil di .atarain Tinggl Pasmah Labupaten Lahat
Propinsi Sumatera oselatan.

' Demnikian surat Keterunsan ini dibuat untuk dapat dipergu-

nakan sebagal mana mestin =.-

.. Lanat,2 April 1996
AREEATA ‘WANMIOR PoKTAIJAHAN KABUPATEN LAHAT,
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CZrj H. JOHAW LUKMAN
117 010 153 304 .-

-

o
RN Lol T

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



40093.pdf

PEMERINTAIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 LAHAT
PEMBANTU BUPATI LAHAT
WILAYAH II PAGARALAM

SURAT KETERANGAN

No. 3/ T8/\/ 1996-

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembantu Bupati
Lahat Wilayah 11 Pagar Alam Kabupaten Daerah TK II Lahat
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HASMONEL , SH.

No. Pokok : 943105008

Program Study : Iimu Hukum
Pasca Sarjana (S2) Universitas
Sumatera Utarsa

Judul
STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAIT-
KAN DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL
DI  DATARAN  TINGGI PASEMAH
KABUPATEM LAHAT PROPINSI SUMA
TERA SELATAN

Bahwa benar nama yang tsb. di atas telah melakukan
Pengumpulan Data dalam rangka Penulisan Thesis di Wila-
yah Pembantu Bupati Lahat Wilayha II Pagar Alam meliputi
Kecamatan Jarai, Kecamatan Pembantu Pajar Bulan, Kecama-
tan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Selatan sejak tanggal
11 April 1996 sampai dengan tanggal 20 April 1996.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PEMERIMTAH KOTA ADMINISTRATIF PAGARALAM

KANTOR CAMAT PAGARALAM UTARA

Isisn Ade Irma Suryani Nasution No,
Telepon 21530 Pagaralam

SURAT  KETERANGAN

No.47 /Um/PAlJ/96

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Pagar Alam
Utara Kota Administratif Pagar Alam Kabupaten Daerah TK
II Lahat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HASMONEL , SH.
No. Pokok : 943105008
Program Study : ITmu Hukum

Pasca Sarjana (S2) Universitas
Sumatera Utara
Judul

STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAIT-
KAN DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL
DI DATARAN TINGGI PASEMAH
KABUPATEN LAHAT PROPINSI SUMA
TERA SELATAN

Bahwa benar nama yang tsb. di atas telah melakukan
Pengumpulan Data dalam rangka Penulisan Thesis di Wila-
yah Kecamatan Pagar Alam Utara sejak tanggal 15 April
sampai dengan tanggal 17 April 1996.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT PAGAR ALAM UTARA

hiSul Bahri Burlian
ip. 010192125.
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